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CATATAN REDAKSI

Salam Diplomasi

Para pembaca tabloid Diplomasi yang
terhormat, pada edisi bulan ini redaksi me-
nampilkan mengenai penguatan diplomasi
ekonomi sebagai topik utama. Menteri Luar
Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) te-
lah menetapkan diplomasi ekonomi sebagai
salah satu prioritas utama dalam Rencana
Strategis Kemlu 2014-2019. Karenanya
diplomasi ekonomi harus ada di dalam darah
para pelaku diplomasi Indonesia.Semua di-
plomat harus pro-aktif dalam penguatan di-
plomasi ekonomi.

Untuk mewujudkan amanah tersebut,
Kementerian Luar Negeri Republik Indo-
nesia (Kemlu RI) telah membentuk Pokja
Penguatan Diplomasi Ekonomi yang bertugas
untuk membantu efektivitas dan efisiensi pelak-
sanaan promosi perdagangan, pariwisata, dan
investasi Indonesia di seluruh dunia, serta
memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan terkait.
Kemlu RI juga telah meluncurkan situs web
Diplomasi Ekonomi Kemlu RI dengan didu-
kung data yang disuplai dari 132 perwakilan
RI di luar negeri, kementerian serta lembaga
terkait. Situs web ini merupakan langkah
maju dalam membantu memajukan dan mem-
fasilitasi kepentingan dunia usaha Indonesia
dengan perwakilan RI secara langsung,
khususnya dalam hal promosi, penyebaran
informasi, dan pelayanan online terkait di-
plomasi ekonomi.

Salah satu aspek yang menjadi prioritas
kebijakan diplomasi ekonomi adalah pening-
katan sektor-sektor perekonomian dalam
negeri. Dalam hal ini, Kemlu Rl memprio-
ritaskan kebijakan diplomasi ekonomi yang
berorientasikan pada kepentingan rakyat
Indonesia. Hal ini menjadikan perwakilan
Indonesia di luar negeri sebagai pelaksana
diplomasi ekonomi, harus dapat menjadikan
dirinya tidak hanya sebagai marketers, tetapi
juga sebagai opportunity seekers bagi ber-
bagai peluang perdagangan, turisme, serta
investasi.

Berbagai artikel mengenai penguatan di-
plomasi ekonomi kami tampilkan pada edisi
bulan ini, di antaranya pertemuan Menlu RI
dengan Ketua Umum Kamar Dagang
Indonesia (KADIN) beserta jajaranya, Fo-
cus Group Discussion dan Forum Bisnis
mengenai potensi Afrika Sub-Sahara sebagai
pasar non-tradisional yang menjanjikan, dan

kegiatan KBRI Madrid dalam Peluncuran Ta-
hun Promosi Investasi Pariwisata Indonesia.

Topik lainnya yang kami suguhkan
adalah seputar rencana kunjungan Presi-
den Joko Widodo ke Amerika Serikat untuk
menghadiri pelaksanaan US-ASEAN Summit.
Presiden AS, Barack Obama mengundang
sepuluh pemimpin ASEAN untuk mereflek-
sikan lebih lanjut tentang kebijakan AS ke
ASEAN.

Topik berikutnya yang kami tampilkan
adalah pelaksanaan Senior Official Meeting
(SOM) dalam Conference on Cooperation
among East Asian Countries for Develop-
ment (CEAPAD) 2016 yang diselenggarakan
di Jepang. Kemudian persiapan pelaksanaan
KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina dan
Al-Quds Al-Sharif pada bulan Maret 2016 di
Jakarta.

Selanjutnya adalah topik mengenai
kunjungan resmi pertama Perdana Menteri
Hongaria ke Indonesia pada 31 Januari -2
Februari 2016; pelaksanaan UN Conference
on the Human Rights of Victims of Terrorism
di Markas PBB di New York, Amerika Seri-
kat; persiapan penyelenggaraan Bali Process
Ministerial Conference on People Smugg-
ling, Trafficking in Persons and other Related
Trans-National Organized Crime pada bulan
Maret 2016; serta Diskusi Terbatas dengan
tema “Penegakan Hukum dalam Pembangu-
nan Maritim: Lesson Learned dari Belanda”,
yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian
dan Pengembangan Kebijakan (P3K2) Amerika
dan Eropa, Kemlu RI.

Beberapa topik menarik lainnya yang
juga kami tampilkan adalah mengenai arsip
dan dokumentasi Konferensi Asia Afrika,
di Bandung 18-24 April 1955, yang telah
resmi masuk dalam Memory of the World,
UNESCO; ditandatanganinya Perjanjian
Kinerja (PK) Tahun 2016 oleh para pejabat
Eselon I dan II, Wakil Tetap RI dan seluruh
Kepala Perwakilan RI; Penghargaan ‘Anugerah
Kawistara’ kepada Museum Konferensi Asia
Afrika (KAA); serta Program Pengalaman
Lapangan (PPL) mahasiswa Universitas
Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung di
Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK),
Malaysia.

Selamat membaca, dan semoga bermanfaat.
Salam Diplomasi.
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KEMLU LUNGURKAN SITUS WEB
DIPLOMASI EKONOMI

‘Wamenlu Fachir, Menlu Retno, dan Dubes Ngurah Swajaya saat peluncuran situs web Diplomasi Ekonomi di Ruang Nusantara Kemlu (21/10).

MENANDAI SETAHUN USIA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO, KEMENTERIAN LUAR NEGERI MELUNCURKAN SITUS
WEB DIPLOMASI EKONOMI. MENTERI LUAR NEGERIL, RETNO L.P. MARSUDI, YANG DIDAMPINGI OLEH WAMENLU A.M. FACHIR DAN
KETUA PELAKSANA POKJA PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI, NGURAH SWAJAYA, MELUNCURKAN SECARA RESMI SITUS WEB

TERSEBUT DI KEMLU, RABU (21/10).

"APLIKASI YANG MOBILE FRIENDLY DAN INTERAKTIF INl AKAN MEMBANTU PENGUSAHA INDONESIA MENGEKSPLORASI PASAR
TRADISIONAL MAUPUN NON-TRADISIONAL," UIAR WAMENLU FACHIR DALAM LAPORANNYA.

engan didukung data yang disuplai dari 132 perwa-

kilan RI di luar negeri, kementerian serta lembaga
terkait, seperti Kementerian Perdagangan, BKPM, dan
KADIN, situs web Diplomasi Ekonomi Kemlu RI dapat
membantu pengusaha-pengusaha yang ingin mencari
data perdagangan, jadwal pameran, serta produk-produk
ekspor andalan Indonesia.

Situs web ini merupakan langkah maju dalam mem-
bantu memajukan dan memfasilitasi kepentingan dunia
usaha Indonesia dengan perwakilan RI secara langsung.

Hal yang sangat dihargai oleh teman-teman di
KADIN adalah adanya database peraturan-peraturan
dari 155 negara.

Dengan adanya database peraturan ini, sektor-sektor
swasta di Indonesia akan dapat lebih mudah melakukan
penetrasi pasar di luar negeri. Bagaimanapun diperlukan
kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swas-
ta, karena jika tidak, political investment yang dilakukan
pemerintah tidak akan berjalan sejajar dengan economic
gain.

”Saya minta kerja sama dari para Kepala Perwakilan
yang hadir pada peluncuran situs Diplomasi Ekonomi
ini untuk secara aktif menjawab inquiries yang masuk
dalam jangka waktu 2x24 jam. Harapannya juga adalah
agar dapat muncul satu inovasi baru yang terkait eko-

SITUS WEB INI
MERUPAKAN LANGKAH
DALAM MEMBANTU
MEMAJUKAN DAN
MEMFASILITASI
KEPENTINGAN DUNIA
USAHA INDONESIA
DENGAN PERWAKILAN RI
SECARA LANGSUNG.
HAL YANG SANGAT
DIHARGAI OLEH TEMAN-
TEMAN DI KADIN ADALAH
ADANYA DATABASE
PERATURAN-PERATURAN
DARI 155 NEGARA.

nomi setiap bulannya.” demikian disampaikan Menlu
Retno dalam sambntan peluncuran web tersebut.

Diplomasi ekonomi harus ada dalam darah pelaku
diplomasi Indonesia. Semua diplomat harus pro-aktif
dalam penguatan diplomasi ekonomi. Dan sesuai ama-
nah Presiden Joko Widodo dalam diplomasi Indonesia
dan Rencana Strategis Kemlu 2014-2019, Kemlu telah
menetapkan diplomasi ekonomi sebagai salah satu prio-
ritas.

Untuk mewujudkan amanah tersebut, maka diben-
tuklah Pokja Penguatan Diplomasi Ekonomi yang ber-
tugas memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan terkait antara
perwakilan RI, pengusaha, dan pemangku kepentingan
di dalam negeri.

Situs web Diplomasi Ekonomi merupakan salah satu
upaya Pokja untuk mendukung kinerja Kemlu dalam hal
promosi, penyebaran informasi, dan pelayanan online
terkait diplomasi ekonomi. Dengan adanya situs ini, para
pengusaha lokal maupun investor asing dapat mengeta-
hui peluang-peluang strategis dalam hal perdagangan,
investasi, pariwisata, maupun kerja sama pembangunan
di Indonesia dan luar negeri.

Dengan laman ini kita bekerja lebih keras untuk
menjalankan diplomasi ekonomi Indonesia.[]
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Dalam melaksanakan fungsi diplomasi ekonomi,
Pokja Diplomasi Ekonomi berkoordinasi dengan 132
perwakilan pemerintah di luar negeri. Meskipun se-

POKJA DIPLOMASI EKONOMI KEMLU BERTUGAS UNTUK dang terjadi pelemahan ekonomi global, Indonesia terus

MEMBANTU EFEKTIVITAS DAN EFISIENS| PELAKSANAAN meningkatkan Kinerja diplomasi ckonomi melalui pe-

ningkatkan sinergi dan koordinasi antara kementerian/

PROMOSI PERDAGANGAN, PARIWISATA, DAN INVESTASI lembaga dan pelaku usaha, sehingga target yang telah
INDONESIA DI SELURUH DUNIA. DISAMPING ITU ditetapkan pemerintah dapat terwujud.

KAMI JUGA MENGIDENTIFIKASI BERBAGAI ISU YANG Kami sepakat untuk meningkatkan —efektivitas

pelaksanaan berbagai pameran dan ajang promosi di da-

PENDING (TERTUNDA), DAN KAMI MELAKUKAN lam negeri dan partisipasi Indonesia di berbagai ajang

INI BERSAMA SATUAN KERJA TERKAIT UNTUK BISA promosi internasional.
MEREALISASIKAN PERIANJIAN KERJA SAMA YANG Untuk itu, telah diinventarisasi sebanyak 11 ajang
promosi prioritas di dalam negeri dan sekitar 13 kegi-
TERTUNDA. atan promosi di luar negeri yang pelaksanaanya didu-

kung sepenuhnya oleh seluruh perwakilan RI di luar
negeri, dimana partisipasi Indonesia selalu mengede-
pankan paket yang terkait perdagangan, pariwisata dan
investasi.

Sinergi dan koordinasi untuk peningkatan partisi-
pasi buyers internasional dalam pemeran internasional
seperti /nacrafit dan Trade Expo Indonesia (TEI) juga
merupakan salah satu prioritas yang sedang dikerjakan,
termasuk berbagai pameran internasional di luar negeri.

Pemetaan pasar non-tradisional, produk ekspor po-
tensial dan pengiriman misi ekonomi, termasuk ke ka-
wasan Afrika juga sedang disiapkan, disamping potensi
pasar non-tradisional yang telah menyerap produk eks-
por Indonesia, termasuk hasil industri strategis Indone-
sia.

Upaya peningkatan komunikasi dan koordinasi ter-
kait dengan peningkatan efektivitas partisipasi Indone-
sia di dalam berbagai perundingan ekonomi baik secara
bilateral, regional dan multilateral juga terus dilakukan.
| Peningkatan upaya terobosan menembus pasar baru

Dalam meningkatkan kinerja Diplomasi Ekonomi Indonesia, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mene- non-tradisional dengan meningkatkan diversifikasi pro-
rima Ketua Umum KADIN, Rosan Roeslani dengan jajaranya. (5/2) duk ekspor, khususnya non-migas, juga merupakan hal

yang penting.[]
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DIPLOMASI EKONOMI

SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PENTING
DALAM POLITIK LUAR NEGERI

lobalisasi ekonomi telah “memaksa” banyak
Gnegara untuk mengkaji kebijakan luar nege-

rinya agar dapat terus memajukan kehidupan
ekonomi masyarakatnya. Hubungan ekonomi dan per-
dagangan internasional suatu negara berperan penting
dalam hubungan luar negeri. Bahkan, hubungan inter-
nasional kontemporer menunjukkan kebutuhan politik
luar negeri (necessity of foreign policy). Hal ini untuk
mengubah diplomasi tradisional menuju diplomasi mul-
tisektor dan multiperingkat (multilevel diplomacy).

Globalisasi ekonomi yang terus melanda dunia kian
menjadikan peran diplomasi ekonomi sebagai salah satu
instrumen penting dalam politik luar negeri. Dalam kon-
teks ini, hubungan ekonomi antarnegara dapat menjadi
perekat hubungan politik. Maka, hubungan ekonomi da-
pat berperan sebagai faktor pengaruh dalam hubungan
politik.

Diplomasi ekonomi dapat diartikan sebagai komu-
nikasi antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk
mencapai tujuan ekonomi nasional negara yang ber-
sangkutan. Dalam perkembangannya diplomasi eko-

GLOBALISASI EKONOMI
YANG TERUS MELANDA
DUNIA KIAN MENJADIKAN
PERAN DIPLOMASI
EKONOMI SEBAGAI SALAH
SATU INSTRUMEN PENTING
DALAM POLITIK LUAR
NEGERI.

nomi menjadi sangat penting bagi sebuah negara dalam
mewujudkan ketahanan ekonomi nasionalnya. Tidak
terkecuali dengan Indonesia sebagai sebuah negara yang
ikut serta dalam percaturan ekonomi global.

Dalam menghadapi globalisasi ekonomi mau tidak
mau Indonesia harus melakukan diplomasi ekonomi da-
lam rangka menjaga ketahanan ekonomi nasionalnya.
Karena kondisi perekonomian Indonesia tidak luput dari
pegaruh kondisi ekonomi global. Ketahanan ekonomi
nasional dapat diartikan sebagai kemampuan ekonomi
nasional dalam rangka memenuhi kehidupan negara. Se-
hingga dalam hal ini Indonesia harus mempunyai lang-
kah dan upaya khusus dalam melakukan diplomasi eko-
nomi guna mewujudkan ketahanan ekonomi nasional.

Arah kebijakan dan strategi politik luar negeri Indonesia
salah satunya adalah penguatan diplomasi Ekonomi
Indonesia, yaitu menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia da-
lam forum bilateral, multilateral, regional dan global
melalui strategi: Penguatan diplomasi perluasan pa-
sar prospektif; Perumusan Cetak Biru peran Indonesia di
APEC dan G20 untuk memperjuangkan kerja sama yang
berimbang dan relevan; Pelaksanaan koordinasi kebi-
jakan yang lebih erat antara negara anggota G20 guna
menuju pemulihan ekonomi global dan menjaga tercip-
tanya sistem perekonomian global yang kuat, berkela-
njutan, dan seimbang; Peningkatan peran Indonesia di
APEC dan G20 untuk memperjuangkan kepentingan In-
donesia dan negara berkembang; Peningkatan diplomasi
politik yang seiring dengan target-target diplomasi eko-
nomi; Pelaksanaan peran Indonesia di Regional Com-
prehensive Economic Partnership (RCEP); serta Pelaks-
anaan kontribusi Indonesia dalam terbentuknya norma/
rezim internasional yang mengatur energy and food se-
curity sebagai public goods.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa arah dan strategi
kebijakan diplomasi Indonesia setidaknya sampai 2019
akan mengarah kepada tujuh bidang diatas.

Diplomasi ekonomi Indonesia dituntut untuk dapat
memberikan sumbangsih besar dalam peningkatan per-
ekonomian nasional baik dalam ranah bilateral, regional
maupun dalam ranah global. Sejauh ini Indonesia telah
melakukan kerja sama bilateral dengan beberapa negara
sahabat, dalam ranah regional ASEAN, Asia, maupun
Asia Pasifik serta dalam ranah global atau dunia.

Dalam ranah bilateral setidaknya Indonesia telah
mekukan berbagai kerja sama bidang ekonomi dengan
beberapa negara sahabat seperti negara- negara ASEAN,
Asia Timur, Asia Tengah, Timur Tengah, Amerika, Eropa
dan negara- negara di Afrika.

Dalam ranah regional tentunya ada dua organisasi
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internasional yang perlu kita soroti yang pertama adalah
ASEAN dan yang kedua adalah APEC. Dua organisai
regional tersebut merupakan organisai internasional
yang pengaruhnya sangat dekat dengan Indonesia, terle-
bih lagi ASEAN dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN-
nya (MEA)/Economic Asean Comunity (EAC).

MEA akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indo-
nesia dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi
pasar tunggal dan basis produksi, sekaligus menjadikan
kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif.
Pemberlakuan MEA dapat pula dimaknai sebagai hara-
pan akan prospek dan peluang bagi kerja sama ekonomi
antar kawasan dalam skala yang lebih luas, melalui inte-
grasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara, yang di-
tandai dengan terjadinya arus bebas (fiee flow) : barang,
jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia sejati-
nya memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan
dengan meningkatkan skala ekonomi dalam negeri, se-
bagai basis memperoleh keuntungan, dengan menjadi-
kannya sebagai momentum memacu pertumbuhan eko-
nomi.

Dalam diplomasi global tentunya yang menjadi so-
rotan kita adalah keikutsertaan Indonesia dalam G20.
Dimana G20 merupakan organisasi internasional yang
terbatas kepada 20 negara dengan pertumbuhan ekono-
mi lebih dari 5% per tahun. Indonesia sendiri tergabung
dalam G20 pada tahun 2008. Dengan bergabungnya
Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN merupa-
kan posisi yang sangat strategis karena disana Indoesia
tergabung bersama negara-negara maju dunia seperti
Inggris, Tiongkok, Amerika, Jepang dan juga negara-
negara lain.

Bagi Indonesia, situasi perekonomian global saat
ini perlu disikapi dengan mengambil sikap proaktif.
Indonesia harus mempersiapkan diri atas realitas per-
tumbuhan ekonomi di negara zona Euro dan negara
maju lainnya yang akan melambat dalam jangka relatif
cukup panjang. Dengan kata lain, Indonesia harus mam-
pu mengantisipasi kemungkinan skenario terburuk.

Mengacu realitas tersebut, berbagai langkah yang
dapat diupayakan oleh Indonesia di forum G20 adalah:
Mendorong investasi infrastruktur; Mengembangkan
keuangan inklusif, dan Memperkuat ketahanan pangan.

Dalam membangun sebuah ketahanan ekonomi di-
perlukan adanya investasi dari berbagai pihak baik nega-
ra maupun swasta asing. Tidak bisa kita pungkiri bahwa
swasta asing memiliki peran yang sangat besar dalam
perekonomian Indonesia. Berbagai aspek ekonomi diera
sekarang ini tidak luput dari para investor asing.

Dalam diplomasi, investasi swasta asing merupakan
urusan pemerintah daerah dengan perusahaan swasta
sing untuk mengembangkan daerahnya dan bersifat sa-
ling menguntungkan. Sesuai dengan Peraturan Mendagri
no 74 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Kerjasa-
ma pemerintah daerah dengan badan swasta asing yang
selanjutnya disebut kerja sama adalah perikatan formal
antara pemerintah daerah dengan badan swasta asing un-
tuk bersama-sama mengelola suatu kegiatan tertentu
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepa-
da masyarakat berdasarkan prinsip saling menguntung-
kan.”

BAGI INDONESIA, SI-
TUASI PEREKONOMIAN
GLOBAL SAAT INI PERLU
DISIKAPI DENGAN
MENGAMBIL SIKAP
PROAKTIF. INDONESIA
HARUS MEMPERSIAPKAN
DIRI ATAS REALITAS PER-
TUMBUHAN EKONOMI

DI NEGARA ZONA EURO
DAN NEGARA MAJU
LAINNYA YANG AKAN
MELAMBAT DALAM
JANGKA RELATIF CU-
KUP PANJANG.

Tidak bisa dipungkiri, kondisi dengan perjalanan
sejarah perekonomian Indonesia yang sangat dinamis
ini membuat para pemimpin negara melakukan sebuah
langkah untuk menyelamatkan perekonomian negara-
nya, salah satunya adalah hutang luar negeri. Hutang ini
dapat berupa hutang kepada negara kaya ataupun kepada
lembaga keuangan dunia. Yang kita soroti disini adalah
hutang kepada lembaga keuangan dunia. Ada tiga lem-
baga keuangan dunia yang sangat berperan dalam per-
ekonomian dunia yaitu IMF, ADB dan World Bank.

Hutang luar negeri digunakan sebagai alat untuk
menyediakan infrastruktur ekonomi untuk memperlan-
car kegiatan ekonomi dalam negeri untuk meningkatkan
ekspor, meningkatkan kegiatan investasi dalam negeri
sehingga barang-barang kebutuhan masyarakat dalam
negeri dapat terpenuhi, untuk menutup defisit neraca
pembayaran dengan cara menjual obligasi pemerintah
di pasar luar negeri, serta sebagai alat untuk meningkat-
kan pendapatan nasional secara merata sehingga kese-
jahteraan masyarakat meningkat. (Disunting dari artikel
’Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Mewujudkan Keta-
hanan Ekonomi Nasional” oleh Herman Rahma Wanto).

ARSIP DAN DOKUMENTASI
KEGIATAN KAA RESMI MASUK DALAM
MEMORY OF THE WORLD

rsip dan dokumentasi Konferensi
AAsia Afrika, di Bandung 18-24

April 1955, telah resmi masuk
dalam Memory of the World, UNESCO.

Terkait hal itu, Menlu RI, Retno
Marsudi, pada tanggal 4 Januari 2016 telah
menerima Dewatap RI untuk UNESCO,
Fauzi Soelaiman, yang secara resmi me-
nyerahkan sertifikat /nternational Register
Memory of the World UNESCO yang telah
mengakui arsip dan dokumentasi kegiatan
KAA sebagai Memory of the World pada
Oktober 2015.

“Saya sangat bangga dengan masuknya
arsip dan dokumentasi KAA ini dalam
Memory of the World UNESCO, hal ini
berarti warisan budaya kita diakui dunia
internasional sebagai warisan dunia yang
penting untuk dilestarikan dan dipelajari
oleh masyarakat dunia,” ujar Menlu RI.

Memory of the World atau dikenal
dengan Ingatan Kolektif Dunia merupa-
kan program yang dibentuk oleh UNES-
CO pada tahun 1992, tujuannya untuk me-
lestarikan warisan/pusaka dokumenter di
seluruh dunia, mempermudah akses bagi
dunia internasional terhadap warisan pe-
ninggalan bersejarah serta meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam menjaga ke-

beradaan warisan peninggalan bersejarah.

Selain arsip dan dokumentasi KAA
1955, tiga genre Tradisional Tari Bali juga
resmi masuk ke dalam Representative List
of the Intergovernmental Committee for
the Safeguarding of Intangible Cultural
Heritage Intangible Cultural Heritage of
Humanity UNESCO pada tanggal 2 De-
sember 2015.

Tiga genre tersebut merupakan ta-
rian yang terinspirasi oleh alam dan me-
lambangkan tradisi, kebiasaan dan nilai-
nilai agama serta sudah diajarkan seca
informal kepada anak-anak usia dini.

Dengan masuknya arsip dan dokumen-
tasi KAA ke dalam Memory of the World,
Indonesia memiliki lima warisan doku-
menter, yaitu: Arsip VOC (2003); Teks
Puisi Klasik I La Galigo (2011); Babad Di-
ponegoro (2013); Kitab Negarakertagama
(2013); dan Arsip KAA (2015). Sedang-
kan dalam kategori Warisan Budaya Tak
Benda (intangible cultural heritage/ICH)
beberapa warisan asal Indonesia juga telah
mendapatkan pengakuan UNESCO, yakni
Wayang dan Keris (2008); Batik dan Pela-
tihan Batik (2009); Angklung (2010), Tari
Saman (2011); Noken (2012); dan Tiga
Genre Tradisi Tari Bali (2015).
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INDONESIA MEMILIKI PENGARUH DALAM PROSES
PEMBUATAN KEBIJAKAN INTERNASIONAL
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Wakil Menteri Luar Negeri Dubes A.M. Fachir. (Foto: kemlu.go.id)

alam konteks persaingan ekonomi global,
Dlndonesia saat ini hadir sebagai middle-

income country yang memiliki pengaruh
yang cukup penting dalam proses pembuatan
kebijakan internasional. Dengan pertumbuhan
ekonominya yang cukup stabil selama beberapa
tahun terakhir ter-masuk pada saat resesi global,
serta semakin meningkatnya peran Indonesia da-
lam tata pergaulan internasional dengan menga-
komodasi beberapa event pertemuan tingkat
tinggi penting dunia, Indonesia mendapat posisi
yang cukup dilihat dalam konstelasi politik in-
ternasional.

Saat ini Indonesia dengan ekonominya yang
sudah sedemikian terbuka secara aktif terlibat
dalam kegiatan perdagangan internasional, baik
dalam kerangka bilateral, regional dan multilate-
ral. Aktivitas Indonesia dalam berbagai kerang-
ka kerjasama perdagangan internasional tersebut
menunjukkan bahwa suatu negara tidak bisa ter-
lepas dari proses yang terjadi di level global. Da-
lam hal ini, peran diplomasi menjadi sangat sen-
tral sebagai perpanjangan kepentingan nasional
pada proses negosiasi dan pembuatan kebijakan

di tataran internasional.

Tantangan selanjutnya dari keterbukaan eko-
nomi sebagai dampak proses globalisasi adalah
keterbukaan ekonomi seringkali diiringi dengan
berbagai masalah. Misalnya, ketimpangan eko-
nomi, pengangguran, dan masalah spesifik lain
di bidang perdagangan seperti kelemahan pro-
duk lokal dalam persaingan dengan produk-pro-
duk impor. Sebagai konsekuensi, muncul argu-
men bahwa keterbukaan ekonomi di Indonesia
perlu dikaji ulang.

Kata kunci untuk masalah ini adalah me-
maknai ‘globalisasi’. Apakah globalisasi dimak-
nai sebagai exogenous factor yang semata-mata
memberi tekanan pada suatu negara, dalam hal
ini, Indonesia? Atau, globalisasi dimaknai se-
bagai frame besar yang di dalamnya berkum-
pul dan terjadi proses yang saling berkaitan dan
terjadi di tataran lokal. Dengan kata lain, apa
yang terjadi secara lokal di Indonesia merupa-
kan dampak langsung dari apa yg terjadi di level
global. Secara simultan, setiap hal kecil di level
lokal memiliki arti penting pada proses yang ter-
jadi secara global.

Tasy

OK

;,onom|c Event
W NEXT C

Dengan logika tersebut, merumuskan kebi-
jakan untuk meningkatkan daya saing Indone-
sia tidak bisa dipisahkan juga dari pemahaman
mengenai apa yang terdapat di level regional
dan global. Ini meliputi geopolitik antar-negara,
rezim internasional, dan discursive force dari li-
beralisme itu sendiri.

Pemahaman dengan cara seperti ini perlu ka-
rena kemampuan Indonesia untuk mengatasi ma-
salah dalam negeri akan terkait langsung dengan
peningkatan daya saing Indonesia. ‘Daya saing’
Indonesia itu dibangun dengan menjadikan ma-
salah di dalam negeri (kemiskinan, ketertingga-
lan industri, pengangguran, persaingan dagang)
sebagai point of reference.

Selanjutnya daya saing dapat dioptimalkan
melalui diplomasi ekonomi dan perdagangan
dengan koordinasi antara pemegang kebijakan
dan stakeholders terkait. Ditambah penguatan
relasi publik-privat dan pemberdayaan civil so-
ciety serta diselaraskan dengan peningkatan
mutu komoditas ekspor unggulan Indonesia
yang berbasis pada maksimalisasi produk-pro-
duk yang ber ‘comparative advantage’.[]
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MEMPROMOSIKAN POTENSI EKONOMI INDONESIA
DALAM KEBIJAKAN DIPLOMASI EKONOMI

eningkatan dan pengembangan sektor
P perekonomian dalam negeri merupakan

salah satu aspek yang menjadi priori-
tas kebijakan diplomasi ekonomi. Pemerintah
memprioritaskan kebijakan pada peningkatan
diplomasi ekonomi yang berorientasikan pada
kepentingan rakyat melalui berbagai peluang di
sektor perdaga-ngan, komoditas, investasi, pari-
wisata, ketenagakerjaan dan kerja sama teknik
yang bertujuan untuk mendorong peningkatan
kesejahteraan rakyat, mendukung pembangunan
nasional dan memajukan kepentingan Indonesia
di kancah global.

Berbagai hal yang ditampilkan dalam upaya
mempromosikan potensi ekonomi Indonesia
dalam kebijakan diplomasi ekonomi diantara-
nya adalah fakta bahwa Indonesia merupakan
salah satu negara berkembang dengan kekuatan
ekonomi global di Asia. Dengan resistensinya
terhadap krisis keuangan global dibanding ne-
gara-negara tetangga, perekonomian Indonesia
tumbuh sebesar 5,7% di tahun 2013 dan men-
jadikannya sebagai “Negara dengan perekono-
mian paling stabil selama lima tahun terakhir”
oleh publikasi terkemuka dunia 7he Economist.

Pada tahun 2012 dan 2014, Indonesia telah
tumbuh sebesar 6,2%, dan pertumbuhan eko-
nomi yang lebih kuat diharapkan akan dapat
mencapai angka 5,8 — 6,2%. Ekspansi ekonomi
berikutnya diharapkan dapat mencakup pertum-
buhan yang lebih inklusif dengan angka PDB
per-kapita yang diharapkan dapat tumbuh se-
banyak 4 kali lipat di tahun 2020, berdasarkan
laporan Standard Chartered Report.

Rasio hutang terhadap PDB Indonesia telah
turun secara stabil dari 83% di tahun 2001 men-
jadi kurang dari 26% di akhir tahun 2013.

Salah satu hal yang menjadi pondasi pereko-
nomian Indonesia yang kuat adalah stabilitas
politik. Mengutip pernyataan World Bank, Indo-
nesia merupakan salah satu Negara dengan de-
mokrasi yang bersinar di Asia Pasifik yang telah
berhasil mempertahankan stabilitas politiknya
ditandai dengan terselenggaranya. Indonesia
pemilihan umum legislatif dan presiden dengan
damai pada tahun 2014.

Pertumbuhan ekonomi dan kondisi pereko-
nomian yang stabil telah menciptakan iklim
investasi yang positif di Indonesia. Selain itu,
Indonesia juga telah memperbarui hukum in-
vestasi dengan memberikan perlakuan yang
sama kepada investor domestik maupun asing.

Sejak 26 Januari 2015, BKPM menyeleng-
garakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pertumbuhan ekonomi dan kondisi perekonomian yang stabil telah menciptakan
iklim investasi yang positif di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah memper-
barui hukum investasi dengan memberikan perlakuan yang sama kepada investor

domestik maupun asing.

Pusat, yang merupakan layanan terintegrasi an-
tara BKPM dengan beberapa Kementerian/Lem-
baga. Penyelenggaraan PTSP Pusat dimaksud-
kan untuk memberikan layanan perizinan yang
cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.

Investor dapat datang ke BKPM untuk me-
ngurus berbagai perizinan investasi yang selama
ini diajukan ke berbagai Kementerian/Lembaga.
Jenis perizinan yang dapat diajukan di PTSP Pu-
sat juga dapat di akses pada website www.bkpm.
go.id melalui link PTSP Pusat.

Di bidang pembangunan infrastruktur, Indonesia
berencana untuk menghubungkan seluruh ke-
pulauan yang ada dengan mengembangkan dan
memperbaiki pelabuhan laut dan udara, serta
membangun wilayah pembangunan baru di ka-
wasan yang dekat dengan laut. Untuk di dalam
pulau, Indonesia juga berencana meningkatkan
konektivitas antar kota dan wilayah pedesaan
untuk memfasilitasi pergerakan manusia dan ba-
rang yang lebih baik.

Untuk meningkatkan ketahanan energi,
Indonesia berencana membangun pembangkit
listrik baru dalam lima tahun mendatang yang
dapat memproduksi 35.000MW untuk me-
menuhi kebutuhan energi nasional. Pembangkit
listrik baru ini dapat bersumber dari energi ber-
bahan dasar fosil maupun energi baru yang ber-
sih dan terbarukan. Pada tahun 2025 Indonesia
berencana menggunakan sebesar 23% sumber
energi terbarukan pada baruan energi nasional.

Terkait ketahanan pangan, Indonesia be-
rencana membangun 25 bendungan baru dalam
lima tahun, serta merevitalisasi dan membangun
irigasi sebanyak 65.000 hektar.

Indonesia dan pariwisata merupakan dua
hal yang tidak dapat dipisahkan. 9,5% dari total
GDP Indonesia didapatkan dari sektor pariwi-
sata, sementara 1 dari 11 pekerjaan merupakan
jasa pariwisata.

Pariwisata saat ini merupakan sektor yang
dinamis. Di tingkat global, total jumlah wisa-
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tawan pada tahun 2014 adalah sebanyak 1,138
miliar dengan total pendapatan sebesar USD 1,4
triliun. Dari jumlah keseluruhan tersebut, [ndonesia
sampai dengan tahun 2014 baru bisa menarik
wisatawan mancanegara sejumlah 9 juta orang
dengan total pendapatan sebesar USD 250 juta.
Jumlah tersebut tergolong rendah bahkan jika
dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia
misalnya yang mampu menarik wisatawan seba-
nyak 25 juta orang.

Terlepas dari melimpahnya potensi wisata
yang dimiliki, Indonesia terbukti belum mam-
pu memaksimalkan semua potensi yang ada.
Sumber daya alam dan manusia yang unggul
serta keamanan negara yang relatif stabil belum
mampu meningkatkan pariwisata Indonesia se-
cara maksimal. Belum adanya infrastruktur yang
mendukung industri pariwisata yang produktif,

pelayanan kesehatan yang kurang memadai, ser-
ta konektivitas antardaerah dinilai sebagai tan-
tangan industri pariwisata Indonesia ke depan.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa
salah satu kelemahan Indonesia adalah kurang-
nya promosi tentang pariwisata Indonesia pada
tataran global. Jika ingin mencapai target wi-
satawan mancanegara sejumlah 20 juta orang,
maka Indonesia harus meningkatkan promosi
pariwisata. Fokus pada pasar besar sektor pari-
wisata juga harus ditingkatkan.

Adapun pemerintah tidak tinggal diam
dengan kondisi pariwisata Indonesia yang ma-
sih jauh dari harapan. Upaya-upaya untuk me-
ningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke In-
donesia terus digalakkan. Strategi ini antara lain
dilakukan dengan revitalisasi serta penambahan
infrastruktur pendukung pariwisata seperti hotel

ee

Strategi promosi “all-in” yang tertuang dalam Trade, Tourism, and
Investment (TTI) juga menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan
promosi pariwisata pada khususnya. Strategi ini melibatkan semua
stake holder terkait serta pelaku usaha pariwisata yang meliputi travel
agents, perusahaan penerbangan, dan industri perhotelan.

29

dan layanan kesehatan, penambahan jadwal dan
rute penerbangan langsung ke Indonesia, serta
penambahan perjanjian bebas visa dengan ne-
gara-negara yang dinilai memiliki potensi besar
sebagai penyumbang wisatawan.

Strategi promosi “all-in” yang tertuang da-
lam Trade, Tourism, and Investment (TTI) juga
menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan
promosi pariwisata pada khususnya. Strategi
ini melibatkan semua stake holder terkait serta
pelaku usaha pariwisata yang meliputi travel
agents, perusahaan penerbangan, dan industri
perhotelan.

Focal Point kerja sama pembangunan di In-
donesia antara lain Kementerian Luar Negeri c.q.
Direktorat Kerja Sama Teknik dan Bappenas c.q.
Direktorat Kerja Sama Pembangunan Interna-
sional.

Salah satu program unggulan terkait dengan
kerja sama pembangunan adalah Kerja Sama
Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang
diharapkan dapat menjadi faktor pendorong dan
pemersatu negara-negara Selatan dalam upaya
bersama untuk mengatasi permasalahan dan
tantangan global seperti krisis ekonomi, krisis
pangan, perubahan iklim, wabah dan penyakit,
serta keamanan.

Visi pelaksanaan KSST Indonesia adalah
kemitraan yang lebih baik untuk kesejahteraan.
Sedangkan Misi pelaksanaan KSST Indonesia,
adalah: Membina kemitraan dan pertemuan
terutama dengan seluruh pihak yang terlibat
dalam KSST Indonesia (Friends of Indonesia);
Memajukan peran Indonesia dalam KSST sesu-
ai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional;
Mengembangkan kerja sama ekonomi antara
negara-negara Selatan dengan memainkan peran
sentral sebagai new emerging economy.

Memperkuat kerja sama pembangunan yang
lebih inovatif dan berkontribusi langsung dalam
meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan ke-
bijakan nasional; Meningkatkan solidaritas dan
kemandirian bersama negara-negara Selatan
melalui kemitraan dengan memanfaatkan poten-
si nasional masing-masing negara untuk kepen-
tingan bersama; serta Mendukung pelaksanaan
diplomasi Indonesia untuk meningkatkan kerja
sama dan kepentingan yang lebih luas dalam ke-
rangka bilateral, regional, dan multilateral.

Kerja sama bidang pembangunan menjadi
salah satu ruang lingkup KSST, yang terdiri dari:
Capacity building, Program pelatihan, Proyek
skala kecil, Pemagangan, serta Peningkatan ke-
mampuan dan pengembangan sistem informasi
tenaga ahli.

Sedangkan beberapa lembaga yang menjadi
mitra Indonesia pada KSST antara lain World
Bank Institute, G1Z, JICA, Norwegia, USAID,
AUSAID, dan IDB.[]
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KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN
AKSES PASAR

kan politik luar negeri RI memiliki tu-

juan yang bermacam-macam, dan dari
kalangan sektor industri berharap bahwa kebi-
jakan tersebut dapat meningkatkan akses pasar
produk nasional ke mancanegara, meningkatkan
kapasitas terhadap sumberdaya dengan industri
yang ada di negara-negara lain, meningkatkan
human capital dan  bisa meningkatkan kemam-
puan sumber daya serta kemampuan teknologi
nasional.

Kalangan industri juga berharap adanya sum-
ber bahan baku yang bisa di eksplorasi disam-
ping peningkatan investasi yang komplemen
dengan kebutuhan nasional dan juga data-data
industri lainnya, termasuk kebijakan-kebijakan
yang berlaku di suatu negara. Misalnya apa saja
kebijakan negara-negara lain yang kemungkinan
berpotensi menghambat masuknya produk-pro-
duk nasional ke negara-negara bersangkutan.

Kebijakan polugri tersebut tentunya bisa di-
proyeksikan atau bisa di evaluasi, dimana kebi-
jakan polugri sebelumnya mungkin belum tepat
dan kemudian akan di arahkan kemana kedepan-
nya, dimana efeknya bisa lebih efektif dan efi-
sien. Kalau policy seperti itu tidak keluar maka
kalangan industri nasional pasti akan mengkait-
kan policy tersebut dengan negara-negara besar.

Sebenarnya banyak sekali peluang yang bisa
didapatkan oleh industri nasional dari kawasan
Eropa kalau mereka bisa me-maintenance hu-
bungan yang baik dengan Uni Eropa, dimana
Uni Eropa memang memiliki berbagai kelebihan
yang cukup banyak. Pelajar dan mahasiswa In-
donesia juga cukup banyak yang sekolah disana
dan kalau mereka sudah kembali ke Indonesia,
seharusnya mereka bisa mengembangkan ilmu
yang mereka dapat, khususnya ekonomi dan
teknologi.

Produk-produk internasioal yang berbau art,
fashion, produk futuristik semuanya berasal dari
Eropa, termasuk industri kreatif. Saat ini baru
Thailand yang bisa mengembangkan industri
fashion dengan baik di Eropa. Lalu kenapa sam-
pai sekarang Indonesia tidak bisa mengembang-
kan industri fashion nasional di Eropa?. Kalau
produk-produk batik dan tenun Indonesia bisa
dikembangkan dan ada kerjasama antara desig-
ner Indonesia dengan designer Eropa, maka itu
akan sangat bagus sekali. Tetapi harus ditetap-
kan dulu policy bottom line nya, mau kemana
arahnya dan apa yang mau diambil.

Banyak sekali orang Indonesia yang berada

Sebagaimana diketahui bersama, kebija-

di Jerman, Perancis dan Belanda, bahkan KBRI
mengeluarkan anggaran untuk masyarakat Indo-
nesia yang sekolah disana, padahal sudah dari
dulu Uni Eropa menawarkan beasiswa untuk
para pelajar dan mahasiswa Indonesia.

Begitu pula di AS, mereka memberikan bea-
siswa kepada para pelajar dan mahasiswa Indonesia
dalam kerangka kerjasama Indonesia-AS. Tapi
beasiswa itu sekarang sudah tidak ada. Kemudi-
an AS juga banyak membantu, dan karena itulah
maka kebijakan yang win-win solution dengan
negara-negara besar memang harus ada.

Bagaimanapun, internasional trade itu pasti
terjadi karena adanya perbedaan yang sangat
mendasar antara yang dimiliki satu negara dengan
negara yang lain. Ada produk-produk yang di-
miliki oleh suatu negara tapi tidak dimiliki oleh Er-
opa, misalnya dalam bidang pariwisata. Indonesia
memiliki banyak sekali produk kerajinan yang
tidak dimiliki oleh Eropa, tinggal bagaimana
policy kita. Policy seperti apa yang represen-
tatif untuk diterapkan supaya apa yang mau
dikembangkan Indonesia di Eropa atau seba-
liknya apa yang mau dikembangkan oleh Eropa
di Indonesia bisa sama-sama saling membutuh-
kan.

Indonesia memerlukan policy yang benar-
benar equal threatment sehingga fiee trade itu
benar-benar bisa dijalankan melalui teknologi
tepat guna. Disamping itu, ada banyak kesama-
an yang dimiliki Indonesia dan Eropa sehingga

bisa dikembangkan bersama, termasuk kepen-
tingan di bidang c/imate change, sumber energi
terbarukan, dan lain sebagainya.

Proyeksi kebijakan polugri Indonesia di
harapkan supaya benar-benar worked, efisien,
efektif dan fungsional. Kebijakan itu harus
benar-benar berdampak kepada yang dipihaki,
yaitu masyarakat Indonesia.

Kalau dilihat dari jumlah industri, industri
kecil menengah (UKM) di Indonesia mencapai
sekitar 3,4 juta sedangkan industri yang besar
hanya sekitar 7.000. Kalau kerjasama ini mau
dikembangkan kepada UKM yang berjumlah
3.4 juta tersebut, dan kemudian juga mau di-
kembangkan sebagaimana yang telah dilakukan
Indonesia dalam menciptakan kemandirian eko-
nomi, meningkatkan pembangunan ekonomi,
kesejahteraan, dan kesempatan kerja, maka hal
itu sangat memungkinkan.

Hanya saja struktur yang mau dikembang-
kan itu harus jelas seperti apa, karena kalau
mau melakukan kerjasama politik, sudah pasti
tujuannya adalah karena saling membutuhkan,
Indonesia punya kepentingan sementara Eropa
juga punya kepentingan. Jadi strukturnya harus
equal, yaitu bahwa masing-masing pihak memi-
liki kedudukan dan respek yang sama. Indonesia
dan Eropa memiliki base yang sangat rasional,
dan jika keduanya ingin mengembangkan po-
licy yang rasional, tentunya hal tersebut sangat
memungkinkan untuk bisa dicapai. []
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KEBIJAKAN PERDAGANGAN

MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK EKSPOR NON-MIGAS DAN JASA

akan dipengaruhi oleh perdagangan barang, teta-

pi juga perdagangan jasa yang diperkirakan akan
terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin
pertumbuhan global.

Meningkatnya perdagangan jasa internasional ini,
antara lain, didorong oleh perkembangan jaringan pro-
duksi regional dan global yang mendorong peningkatan
intra-industry trade antarnegara pemasok. Dalam hal
ini, jasa berperan sebagai faktor pendukung dan penun-
jang proses produksi, seperti jasa logistik dan distribusi,
transportasi, dan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor
barang dan jasa nasional, maka perdagangan luar ne-
geri Indonesia pada periode 2015-2019 diarahkan untuk
mencapai sasaran berupa: Pertumbuhan eskpor produk
non-minyak dan gas bumi (migas) rata-rata sebesar
11,6% per tahun; Rasio ekspor jasa terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) rata-rata sebesar 3,0% per ta-
hun; dan Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur
menjadi sebesar 65%.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan perda-
gangan diarahkan guna meningkatkan daya saing pro-
duk eskpor non-migas dan jasa melalui peningkatan
nilai tambah dan kualitas agar lebih kompetitif di pa-
sar internasional, serta optimalisasi upaya pengamanan

Tren perdagangan global mendatang tidak hanya

ee

kebijakan perdagangan
diarahkan guna
meningkatkan daya
saing produk eskpor
non-migas dan jasa
melalui peningkatan
nilai tambah dan kualitas
agar lebih kompetitif
di pasar internasional,
serta optimalisasi upaya
pengamanan perdagangan
untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan
berkelanjutan.

29

perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan tersebut dilakukan melalui empat pilar
strategi, yaitu: Menjaga dan meningkatkan pangsa pa-
sar produk Indonesia di pasar ekspor utama (market
maintenance); Meningkatkan pangsa pasar ekspor di
pasar prospektif (market creation); Mengidentifikasi
peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial (product
creation), dan Meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor
untuk mendukung daya saing produk nasional (export
facilitation and import management).

Strategi pembangunan untuk mendorong pe-
ngembangan perdagangan luar negeri juga mencakup
sektor jasa prioritas, yang meliputi jasa pendorong eks-
por nonmigas (transportasi, pariwisata, konstruksi), dan
jasa yang mendukung fasilitasi perdagangan dan pro-
duktivitas ekonomi (logistik, distribusi, dan keuangan).

Target ekspor pada periode 2015-2019 bertumpu
pada produk manufaktur, dimana peningkatan ekspor
dilakukan dengan fokus pada: produk elektronik, TPT,
produk kimia, produk kayu & furniture, dan produk lo-
gam, yang memiliki permintaan dunia tinggi dan meru-
pakan produk bernilai tambah tinggi berbasis industri
serta sektor berbasis tenaga kerja.

Berdasarkan permintaan dunia yang tinggi, otomotif
dan mesin-mesin merupakan produk yang harus dido-
rong meskipun kemampuan di domestik masih relatif
rendah.

Di sisi lain, strategi pengembangan ekspor akan
disesuaikan dengan karakteristik pasar tujuan ekspor
masing-masing. Strategi pengembangan ekspor juga
dilakukan dengan mengoptimalkan hasil market intel-
ligence dari perwakilan Indonesia di luar negeri seba-
gai masukan dalam pengembangan produk, identifikasi
peluang pasar, informasi kebutuhan produk, mengetahui
hambatan perdagangan, serta sistem jaringan logistik
dan distribusi, dalam menentukan dan menyusun stra-
tegi yang tepat dan efektif.

Selanjutnya melakukan program promosi yang ter-
padu dan tersinergi, baik antar kementerian pemerintah,
maupun sektor pelaku usaha dan pelaku ekspor melalui
pameran dagang, misi dagang, instore promotion, buying
mission dan misi pembelian serta menyelenggarakan
pameran internasional di dalam negeri misalnya 7rade
Expo Indonesia, agar jumlah pelaku usaha yang dapat
ikut lebih banyak dengan biaya yang murah.

Strategi berikutnya adalah membangun pusat-pusat
promosi di negara akreditasi, baik yang dilakukan oleh
pemerintah maupun mendorong keikutsertaan/ parti-
sipasi swasta sebagai windows of Indonesial etalase
produk Indonesia langsung di negara target pasar, baik
melalui House of Indonesia, Inkubasi Bisnis, Trading
House, Indonesia Incorporated, Windows of Indonesia
(WOI) ataupun Permanent Trade Display. []
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PARADIGMA DAN PROBLEMATIKA
DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA

P.M. Erza Killian
Program Studi Hubungan Internasional,
Universitas Brawijaya, Malang

sa negara-negara untuk lebih aktif danber-

hati-hati dalam mengelola hubungan ekonomi
dengan aktor lain dalam sistem internasional. Di-
plomasi ekonomi menjadi instrumen terpenting
bagi negara dan karenanya ke(tidak)mampuan
negara dalam melakukan diplomasi ekonomi
menjadi krusial.

Terbukti bahwa diplomasi ekonomi Indonesia
saat ini masih bersifat tradisional, meskipun
beberapa aktivitasnya digolongkan sebagai tipe
niche-focused dan evolving. Kendati terdapat
pergeseran paradigma, namun pergeseran itu be-
lum signifikan dan masih bersifat sporadis. Ka-

P erubahan ekonomi politik global memak-

rena itu, perlu ada perubahan dalam lima elemen
diplomasi ekonomi Indonesia, yakni external econo-
mic management, policy management, role of
non-state actors dan fungsi economic aid (baik
sebagai donor maupun recipient). Perubahan itu
penting untuk mendapatkan strategi diplomasi
ekonomi yang lebihkomprehensif dan inklusif.
Transformasi ekonomi politik global te-
lah membawa perubahan yang signifikan pada
berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara.
Adalah Susan Strange (1988; 1992) yang per-
tama kali menyatakan bahwa telah lahir ‘diplo-
mat’ baru dalam sistem ekonomi global yakni
perusahaan, sehingga memunculkan triangular

diplomacy, yaitu diplomasi antara negara dan
negara, perusahaan dan perusahaan serta negara
dan perusahaan. Dalam perkembangan selanjut-
nya, proses diplomasi, khususnya diplomasi
ekonomi, tidak lagi bersifat triangular, namun
decagon atau segi delapan yang melibatkan jauh
lebih banyak aktor semisal non-governmental
organisations dan international organisations.

Seiring dengan semakin kompleksnya pro-
ses kerjasama ini, negara-negara dituntut untuk
mampu meningkatkan kapabilitas mereka dalam
hal menangani urusan ekonomi eksternal. Dalam
mengelola relasi ini, diplomasi ekonomi meru-
pakan media yang paling dominan dan menjadi
salah satu kunci utama keberhasilan negara-ne-
gara berkembang dalam memanfaatkan peluang
dari globalisasi ekonomi.

Sebagai negara berkembang dan negara
dengan sumber daya ekonomi yang mumpuni,
Indonesia merupakan salah satu pemain besar
dalam relasi ekonomi global. Pada tahun 2011,
Indonesia telah menandatangani 146 perjanjian
internasional dan meratifikasi 26 perjanjian di-
mana 60 persen di antaranya merupakan kerja-
sama ekonomi. Angka ini menunjukkan aktifnya
Indonesia dalam perekonomian global dan kare-
nanya membutuhkan praktek dan strategi diplo-
masi ekonomi yang lebih kompleks.

Secara umum, diplomasi ekonomi sendiri
cenderung bersifat multi-level dan multi-actor.
Multi-level berarti bahwa diplomasi ekonomi di-
jalankan pada (sekurang-kurangnya) empat level
atau tingkatan yakni bilateral,regional, plurilate-
ral dan multilateral dan bersifat multi-actor, yakni
melibatkan banyak aktor lain selain pemerintah.

Selain itu, diplomasi ekonomi Indonesia
juga mengalami perubahan signifikan dikarena-
kan penerapan desentralisasi, dimana kekuasa-
an yang terbagi dan bukan hanya terkonsentrasi
di Pusat dapat mempersulit proses konsolidasi
untuk kepentingan ekonomi nasional.

Diplomasi ekonomi bukanlah sebuah praktek
diplomasi terpisah dari diplomasi umum. Diplo-
masi ekonomi memiliki asumsi dan menjalan-
kan strategi yang sama dengan praktek diplo-
masi pada umumnya. Namun, ada beberapa hal
yang membedakan diplomasi ekonomi dan me-
nyebabkan diplomasi ekonomi terpisah menjadi
kajian tersendiri.

Salah satu karakter utama dari diplomasi
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ekonomi adalah bahwa diplomasi ekonomi
sangat sensitif dan reaktif terhadap perubahan
dan perkembangan pasar. Karenanya pada bebe-
rapa kasus, diplomasi ekonomi dapat gagal jika
pasar menawarkan alternatif lain yang lebih me-
narik atau dengan kata lain praktek diplomasi ini
adalah jenis diplomasi yang berhadapan lang-
sung dengan satu kekuatan lain yakni kekuatan
pasar (market forces).

Selain itu, hal yang membedakan diplomasi
ekonomi dari diplomasi lain adalah adanya peran
yang cukup besar dari sektor privat dalam proses
negosiasi dan formulasi kebijakannya. Rashid
(2005) mendefinisikan diplomasi ekonomi se-
bagai proses formulasi dan negosiasi kebijakan
yang berkaitan dengan kegiatan produksi, pertu-
karan barang, jasa, tenaga kerja dan investasi di
negara lain. Odell (2000) menawarkan definisi
yang lebih luas dengan memasukkan elemen
lain yakni adanya kebijakan terkait pertukaran
uang dan informasi termasuk bantuan luar ne-
geri atau official development assistance.

Melihat definisi di atas, diplomasi ekonomi
merupakan elemen penting bagi negara dalam
mengelola relasi ekonominya dengan dunia luar
karena hubungan ekonomi internasional tidak
terjadi dalam ruang hampa yang hanya mengan-
dalkan kekuatan pasar seperti yang diasumsikan

oleh para ekonom neoklasik. Dalam pemaha-
man ini, diplomasi ekonomi kemudian menjadi
senjata penting bagi negara-negara untuk dapat
bekerjasama ataupun berkonflik di sistem inter-
nasional.

Menurut van Bergeijk & Moons (2007),
diplomasi ekonomi mengandung tiga elemen,
yakni: (a) penggunaan pengaruh dan hubungan
politik untuk mempromosikan dan/atau mem-
pengaruhi perdagangan dan investasi, (b) peman-
faatan aset-aset ekonomi untuk meningkatkan
biaya konflik dan memperkuat hubungan yang
saling menguntungkan, (c) upaya untuk meng-
konsolidasikan iklim politik dan lingkungan in-
ternasional untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Jika melihat elemen di atas, maka akan ada
perbedaan antara kapabilitas negara-negara da-
lam melakukan diplomasi ekonomi. Perbedaan
ini bisa dikarenakan faktor internal maupun fak-
tor eksternal, baik dalam kemampuan material
maupun non-material. Dalam kondisi seperti ini,
akan terjadi ketimpangan dalam praktek diplo-
masi ekonomi antara negara dengan kapasitas
lebih dan kapasitas kurang, dimana dalam kon-
teks ekonomi global diejawantahkan sebagai ne-
gara maju dan negara berkembang.

Dalam diplomasi ekonomi yang menekan-
kan pada proses negosiasi dan bukan pada struk-

tur yang mempengaruhi ataupun isi kebijakan,
maka kapasitas dan kompetensi institusional
menjadi salah satu elemen penting. Dalam kapa-
sitas ini, negara berkembang memiliki berbagai
varian dan tipologi yang didasarkan pada berba-
gai faktor seperti koordinasi, manajemen kebija-
kan dan promosi perdagangan serta investasi.

Kishan S. Rana (2007) membagi tipologi
diplomasi ekonomi menjadi empat jenis yakni
traditional, niche-focused, evolving dan innova-
tive. Meski tidak ada dikotomi yang tegas antara
masing-masing jenis, tipologi di atas dapat dija-
dikan gambaran awal untuk mengklasifikasi dan
mengidentifikasi tipe diplomasi ekonomi yang
dijalankan oleh negara.

Secara umum, pemahaman terkait diplomasi
ekonomi pada tatanan praktis masih sangat ter-
batas, termasuk di Indonesia. Pada laporan akhir
tahun 2011, Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Indonesia hanyamemberikan satu indikator bagi
keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia, ya-
kni adanya peningkatan dalam volume perda-
gangan Indonesia dengan mitra-mitra dagang-
nya. Jika melihat definisi yang telah diberikan di
atas terkait diplomasi ekonomi, maka indikator
tunggal ini saja tidaklah cukup untuk dapat me-
nyimpulkan sukses tidaknya diplomasi ekonomi
Indonesia. []

KEMLU RAIH PRESTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DENGAN KATEGORI “SANGAT BAIK”

enteri Luar Negeri beserta para peja-
Mbat Eselon I dan 1I, serta Wakil Tetap
RI ASEAN dan Kepala Perwakilan
RI Budapest mewakili seluruh Kepala Perwaki-
lan RI, telah menandatangani Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2016 pada tanggal 29 Januari 2016
di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa
Kemlu telah meraih prestasi Akuntabilitas Ki-

nerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemlu pada
tahun 2015 dengan predikat “BB” dengan deng-
an kategori “Sangat Baik” dan menghimbau
seluruh pegawai Kemlu untuk senantiasa men-
dukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja
Kemlu, melakukan hands on approach, can-do
attitude, dan fokus pada hasil.

Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa
penetapan PK Tahun 2016 telah dibahas ber-
sama dalam Rapat Pimpinan Kemlu, dan juga
telah melalui proses pembahasan pada masing-
masing Unit Organisasi, Satuan Kerja Pusat, dan
Perwakilan RI. Penetapan target kinerja Kemlu
tahun 2016 ditetapkan dengan mempertimbang-
kan baseline realisasi kinerja tahun 2015 serta
relevansinya dengan target Rencana Strategis
Kemlu tahun 2015 —2019.

Menteri Luar Negeri menantang hadirin un-
tuk melakukan fop up target kinerja serta menga-
manahkan keterlibatan seluruh Eselon I, Eselon
II, Kepala Perwakilan RI, dan seluruh pegawai
Kemlu untuk mengawal Perjanjian Kinerja dan
melakukan monitoring dan evaluasi atas Perjan-
jian Kinerja yang telah ditetapkan, serta mendo-
rong implementasi mekanisme reward and pu-
nishment.

Penandatanganan PK merupakan wujud ko-

mitmen Kemlu dalam upaya penguatan akunta-
bilitas kinerja dan kemajuan Reformasi Birokra-
si dalam mewujudkan manajemen pemerintahan
yang efektif, transparan, dan akuntabel serta be-
rorientasi pada hasil.

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal
Kemlu menyampaikan bahwa penandatanganan
Perjanjian Kinerja dilandasi oleh Peraturan Pre-
siden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagu-
naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 ten-
tang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Ki-
nerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Komitmen dan kontribusi seluruh pegawai
Kemlu baik di Pusat maupun di Perwakilan RI
untuk mengimplementasikan Perjanjian Kinerja
yang ditetapkan akan menentukan kiprah dan
kinerja Kemlu dalam mendukung pencapaian
visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla. Perjanjian Kinerja di ling-
kungan Kemlu tidak hanya dilakukan oleh Men-
teri dan Pejabat Pimpinan Tinggi, namun juga
diamanahkan untuk dilakukan sampai dengan
level individu di lingkungan Kemlu. []
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PERAN PERWAKILAN INDONESIA
SANGAT STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN
DIPLOMASI EKONOMI

* = i,

bijakan diplomasi ekonomi adalah terkait

dengan bagaimana meningkatkan sektor-
sektor perekonomian dalam negeri. Dalam hal
ini, Kemlu RI memprioritaskan kebijakannya
pada peningkatan diplomasi ekonomi yang be-
rorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
Hal ini menjadikan Kemlu melalui perwakilan Indo-
nesia di luar negeri sebagai pelaksana diplomasi
ekonomi, yang diwakili oleh para diplomatnya
harus dapat menjadikan dirinya tidak hanya se-
bagai marketers, tetapi juga sebagai opportunity
seekers bagi berbagai peluang baik berupa per-
dagangan, turisme, serta investasi.

Diplomasi ekonomi secara singkat dapat di-
definisikan sebagai suatu kegiatan untuk mem-
promosikan potensi ekonomi suatu negara. Di-
plomasi ekonomi juga dapat diartikan sebagai
upaya pemerintah beserta segenap pemangku
kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan
di bidang ekonomi, yang mencakup perdagang-
an komoditas, investasi, pariwisata, ketenaga-
kerjaan dan kerja sama teknik yang bertujuan
untuk mendorong peningkatan kesejahteraan
rakyat, mendukung pembangunan nasional dan
memajukan kepentingan Indonesia di kancah
global.

Peran Perwakilan Indonesia sangat strategis
dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Pejabat
di Perwakilan Indonesia harus memiliki kemam-
puan market intelligence untuk melihat potensi
dan peluang kerja sama di negara akreditasinya.

S alah satu aspek yang menjadi prioritas ke-

Para diplomat juga dituntut untuk bisa menjalan-
kan perannya sebagai trade policy intelligence
dengan cara pengamatan terhadap kebijakan
ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah se-
tempat dan menyampaikan saran kepada Pusat
terkait kebijakan yang dapat Indonesia ambil da-
lam menyikapi kebijakan ekonomi yang diambil
oleh pemerintah setempat. Jika kepentingan
ekonomi Indonesia berpotensi terancam dengan
kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ter-
sebut, para diplomat kemudian harus dapat ber-
peran sebagai negosiator untuk membela kepen-
tingan Indonesia.

Di bidang perdagangan, diplomasi ekonomi
Indonesia difokuskan pada upaya untuk mem-
bidik pasar non tradisional bagi produk-produk
ekspor dari Indonesia. Selama ini ekspor dari
Indonesia cenderung terfokus pada pasar-pasar
tradisional seperti Jepang, Amerika, Singapura,
Taiwan, Korea serta negara-negara di kawasan
di Eropa Barat seperti Jerman, Belanda, Inggris,
Perancis, dan Italia. Dengan tidak hanya be-
rorientasi pada pasar tradisional, pasar-pasar
non tradisional seperti negara non Uni Eropa;
Skandianavia, Turki, Kanada, Meksiko, Swedia,
Panama, Portugal, serta Irlandia berpotensi bagi
peningkatan nilai perdagangan dan investasi
bagi Indonesia. Negara-negara di kawasan Amerika
Latin serta Eropa Timur dan Tengah juga meru-
pakan pasar alternatif bagi produk ekspor dari
Indonesia.

Peningkatan nilai perdagangan dan investasi

dengan pasar non tradisional dan pasar alterna-
tif ini dijalankan dengan tetap mempertahan-
kan hubungan yang telah terjalin dengan baik
dengan pasar tradisional. Dengan berubahnya
paradigma pangsa pasar bagi pemasaran produk
ekspor Indonesia dari pasar tradisional ke pasar
non tradisional serta pasar alternatif, nilai per-
dagangan serta investasi Indonesia diharapkan
akan mengalami peningkatan.

Di bidang pariwisata, Indonesia terus beru-
saha untuk dapat memperbaiki daya saing pa-
riwisatanya dengan menargetkan posisi ke-30
pada event World Economic Forum tahun 2019.
Pada tahun 2014, bidang pariwisata berkontri-
busi sebesar 3.78% bagi perekonomian nasio-
nal. Sedangkan devisa yang ikut disumbangkan
dari sektor pariwisata adalah sebesar US$ 10.69
miliar.

Indonesia mentargetkan 19 negara sebagai
fokus utama pariwisata Indonesia diantaranya
Jepang, Korea Selatan, Rusia, Australia dan
Tiongkok. Pada tahun 2014 tercatat bahwa ada
empat negara yang paling banyak melakukan
kunjungan ke Indonesia, yaitu: Singapura,
Malaysia, Australia dan Tiongkok.

Pada tahun 2019, Indonesia mentarget-
kan kontribusi pariwisata terhadap PDB nasio-
nal sebesar 8%, dengan devisa yang dihasilkan
sebesar Rp 240 triliun, serta menciptakan 13 juta
lapangan kerja.

Target ini tentunya akan tercapai jika di-
tunjang oleh pembangunan infrastruktur serta
konektifitas yang memadai sehingga akses un-
tuk mencapai tempat-tempat berpotensi wisata
dapat diakses dengan mudah. Kebijakan pem-
berian Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS)
terhadap 5 negara yaitu; Australia, Jepang,
Korea, Tiongkok dan Rusia yang mulai dite-
rapkan tahun 2015 merupakan salah satu #rig-
ger bagi meningkatnya jumlah wisatawan dari
negara tersebut.

Tanggung jawab pencapaian pertumbuhan
ekonomi yang ditargetkan itu tidak hanya terle-
tak di tangan pemerintah saja. Peran pemerintah
dalam mencapai tujuan tersebut akan lebih dapat
ditingkatkan jika dapat bersinergi dengan para
pemangku kepentingan terkait melalui persam-
aan pandangan dalam pelaksanaanya, sehingga
dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang mak-
simal dan nyata serta dapat dirasakan oleh ma-
syarakat luas.[]
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KEMLU AJAK

PARTISIPASI PENGUSAHA INDONESIA PADA
MISI EKONOMI KE AFRIKA SUB-SAHARA

Indonesia, Afrika Sub-Sahara menjanji-
kan peluang besar bagi berbagai produk
dan jasa unggulan Indonesia. Direktur Afrika
Kementerian Luar Negeri, Drs. Lasro Simbo-
lon, MA, menyebutkan, “Dengan sejumlah po-
tensinya, Afrika telah menjadi daya tarik bagi
kalangan bisnis dunia. Jumlah penduduk Afrika
Sub-Sahara mencapai hampir 1 milyar dengan
ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi yang re-
latif stabil serta tren peningkatan daya beli ma-
syarakat menengah lebih dari 300 juta dan te-
rus tumbuh sekitar 3,2% per tahun, merupakan
peluang yang harus digarap secara serius oleh
pelaku usaha Indonesia.” Hal ini disampaikan
pada acara Forum Bisnis “Penguatan Sinergi
Pelaksanaan Misi Ekonomi RI ke Afrika Sub-
Sahara”, yang diselenggarakan Direktorat
Afrika, Kementerian Luar Negeri (4/2)
Direktur Afrika memaparkan program diplo-
masi ekonomi Kemlu RI ke Afrika periode tahun
2016, untuk disinergikan dengan seluruh stake-
holders. Dijelaskan bahwa nilai perdagangan
Indonesia dengan Afrika Sub-Sahara mencapai
USD 9,1 milyar pada tahun 2014, dengan tren
kenaikan sebesar 17,8% pada periode 2010-

S ebagai salah satu pasar non-tradisional

Afrika)

- ?E'th‘%\ﬁm

2014. Sementara itu, produk ekspor unggulan
Indonesia antara lain CPO dan turunannya, pro-
duk makanan, bahan kimia, tekstil dan produk
tekstil, obat-obatan, kendaraan bermotor dan
suku cadangnya, furnitur dan kerajinan, alat me-
sin pertanian serta produk industri strategis.

Sementara itu, Indonesia mengimpor migas,
kapas, tembakau, kulit hewan dan beberapa mi-
neral/produk tambang. Dalam hal investasi, saat
ini terdapat sekitar 25 perusahaan Indonesia yang
telah beroperasi di Afrika Sub-Sahara, antara
lain PT. Indofood, PT. Sinar Antjol dan Buzi
Hydrocarbons. Meskipun demikian, nilai per-
dagangan dan investasi tersebut masih belum
mencerminkan peluang dan potensi Afrika yang
sesungguhnya. Untuk itu, melalui forum ini,
Direktorat Afrika mengajak pelaku usaha
Indonesia untuk berpartisipasi pada forum bi-
snis bilateral dan pameran-pameran dagang in-
ternasional di Afrika Sub-Sahara.

Forum bisnis menghadirkan sebagai pem-
bicara Direktur Pemberdayaan Usaha, BKPM
RI; Pejabat Senior Ditjen PEN, Kemendag RI;
serta Ketua Komite Tetap Afrika, KADIN RL
Acara dihadiri oleh 50 pelaku usaha dari ber-
bagai sektor, seperti consumer goods, produk
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plastik, alat mesin pertanian, energi, furnitur
dan wakil perbankan. Turut hadir pula sejumlah
perwakilan dari Kementerian/instansi terkait dan
Kantor Konsul Kehormatan Afrika Sub-Sahara di
Indonesia.

Sejumlah pengusaha yang hadir antara lain
CV. KHS (mesin pertanian), PT. Naga Semut
(plastik) dan PT. Tiga Pilar Sejahtera (makanan)
telah menyatakan minatnya untuk berpartisi-
pasi pada Indonesian Solo Exhibition di Lagos,
pameran Africa’s Big Seven di Afrika Selatan
dan pameran dagang internasional lainnya di
kawasan. Selain itu, sejumlah pengusaha yang
telah memiliki pengalaman berkiprah di Afrika
seperti PT. Buzi Hydrocarbons (energi) dan Pe-
rum Peruri juga ikut membagi pandangan dan
pengalamannya dalam memperkuat bisnis di
Afrika Sub-Sahara.

Kegiatan telah berlangsung dengan baik dan
mendapat apresiasi dan respon positif baik dari
peserta maupun narasumber. Para peserta me-
mandang perlu diselenggarakan forum bisnis
serupa yang mencakup sektor-sektor yang lebih
luas serta melibatkan lebih banyak pemangku
kepentingan. (Sumber: Dit. Afrika/Infomed) []
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DRS. LASRO SIMBOLON, MA, Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri (kedua dari kiri) menyampaikan paparannya pada acara Forum Bisnis ‘“Penguatan Sinergi Pelaksanaan
Misi Ekonomi RI ke Afrika Sub-Sahara”, yang diselenggarakan Direktorat Afrika, Kementerian Luar Negeri (4/2)
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DIPLOMASI INDONESIA DI KOREA SELATAN
MENGHADAPI KOMPETISI YANG TINGG

TUDIONO

Pengamat Hubungan Internasional
dan Domestik, tinggal di Seoul,
Korea Selatan

temporer saat ini menunjukkan semakin

kaburnya batas-batas urusan luar negeri
dan domestik. Berbagai tantangan global, regio-
nal dan nasional yang ditandai dengan semakin
tajamnya persaingan antar bangsa memerlukan
pendekatan yang berbeda dan kebijakan inova-
tif untuk mewujudkan mesin diplomasi nasio-
nal yang terintegratif, tidak terfragmentasi oleh
sekat-sekat birokrasi yang kaku. Hal ini menjadi
penting mengingat kebijakan luar negeri pada
hakekatnya adalah perpanjangan dari kebijakan
dalam negeri.

Cakupan tugas misi diplomatik yang sangat
luas sesuai Pasal 3 Konvensi Wina 1961 memer-
lukan dukungan yang kuat dari dalam negeri.

Tumbuh dan berkembangnya berbagai aktor
disamping pelaku-pelaku tradisional dalam di-
plomasi sudah bukan hal baru dalam hubungan
internasional. Diplomasi yang secara tradisio-
nal menjadi domain ekslusif Kementerian Luar
Negeri telah bergeser ke spektrum yang lebih
luas. Kementerian teknis, badan dan lembaga-
lembaga, komunitas bisnis, lembaga swadaya
masyarakat, semakin nampak berperan dalam
diplomasi lebih-lebih dengan semakin kuatnya
teknologi informasi dan komunikasi.

' ika dicermati, hubungan luar negeri kon-

Koordinasi dan sinergi antar berbagai ele-
men nasional sangat diperlukan terutama untuk
mengurai dan menyelesaikan berbagai “bottle-
necks” yang seringkali berada di dalam negeri.
Sebagai ilustrasi, di Korea Selatan, diplomasi
Indonesia menghadapi kompetisi yang tinggi
dengan negara-negara lain dalam menarik in-
vestasi asing dari ROK.

Secara khusus, untuk menarik investor ROK
ke tanah air, Indonesia harus bersaing dengan
kompetitor lain yang sangat kuat seperti Vietnam.
Vietnam berhasil menjadikan dirinya lebih me-
narik untuk tujuan bisnis dan investasi diban-
dingkan dengan Indonesia, karena memberikan
garansi investasi dalam hal terjadi perubahan
aturan hukum dan kebijakan, dan menetapkan
“price ceiling” dalam perolehan tanah untuk
para investor yang terbagi dalam berbagai wi-
layah sehingga harga tanah menjadi lebih mena-
rik dan terjangkau oleh para investor.

Di negara tersebut investor asing tidak dapat
membeli hak milik atas tanah, namun mereka
dapat menyewa tanah dengan masa sampai 70
tahun.

Indonesia harus bersaing ketat dengan Viet-
nam yang sudah memperoleh “tempat khusus”
di ROK. Sebagaimana dimaklumi, ROK saat ini
menduduki peringkat 1 FDI Investasi di Vietnam
dengan registered capital US$37,843.43 juta
mencakup 4.240 proyek. Vietnam menjadi nega-
ra tujuan investasi ketiga terbesar ROK. Volume
perdagangan Vietnam-ROK mencapai US$30
juta pada 2014.

Kedua negara memiliki kemitraan strategis
dan diperkuat dengan sejumlah perjanjian dian-
taranya /nvestment Promotion and Protection
Agreement (2003), Double Taxation Avoidance
Agreement (1994), dan Free Trade Agreement
Vietnam-South Korea yang ditandatangani pada
tahun ini.

Concern utama pengusaha ROK untuk ber-
bisnis dan berinvestasi di luar negeri adalah per-
lunya “jaminan pemerintah mengenai investasi
mereka dan permasalahan land acquisition”.
Tanpa bermaksud mengecilkan upaya BKPM
menciptakan “one stop service” untuk membe-
rikan pelayanan yang transparan, cepat, mudah
dan murah, dalam kenyataannya banyak pen-
gusaha masih menjumpai proses perijinan yang
terlalu panjang.

Sebagai ilustrasi, salah satu perusahaan yang
bergerak di bidang minyak dan pertambangan
menginformasikan mereka harus menempuh 963
perizinan. Dari jumlah tersebut, 550 perizinan

sudah diselesaikan dalam waktu lebih dari 2 ta-
hun.

Saat ini berbagai tantangan domestik sangat
mempengaruhi efektifitas kinerja diplomasi
Indonesia. Faktor-faktor penyebabnya antara
lain adalah masih lemahnya konektifitas antar
pulau di Indonesia, kurangnya kepastian hukum
di Indonesia, seringnya demonstrasi buruh yang
menuntut kenaikan upah dan hak-haknya yang
menjadikan investasi di Indonesia semakin ber-
biaya tinggi, kurangnya brosur-bahan promosi,
lemahnya koordinasi antar lembaga terkait di
Indonesia yang antara lain disebabkan tidak
adanya daftar yang jelas yang memuat “contact
person’ pejabat berwenang terkait rencana in-
vestasi asing di berbagai sektor spesifik, kualitas
produk Indonesia yang masih kurang kompeti-
tif, kurangnya jaminan keamanan investasi yang
disebabkan antara lain oleh perubahan hukum
ataupun pemerintahan.

Tantangan lainnya adalah menjadikan
Indonesia lebih menarik untuk bisnis mela-
lui pengembangan perjanjian-perjanjian per-
dagangan bebas (Free Trade Agreement) guna
mengurangi hambatan-hambatan perdagangan
baik dalam bentuk tarif maupun kuota dagang.

Upaya mendorong pengusaha-pengusaha
ROK untuk berinvestasi khususnya di bidang in-
frastruktur di Indonesia merupakan sebuah tan-
tangan besar. Hal ini antara lain disebabkan oleh
karakter pengusaha ROK yang nampak tidak
terlalu pro-aktif dalam mengeksplor peluang-
peluang bisnis dan investasi di luar negeri di-
bandingkan misalnya dengan RRT dan Jepang.
Mereka umumnya tidak terlalu sabar untuk
mengikuti prosedur yang cukup panjang seperti
proses pelelangan proyek dan lebih menyukai
penunjukan langsung.

Masalah yang menghambat direalisasikan-
nya proyek investasi besar seperti ‘Posco’ dan
‘Lotte Chemical” mempunyai dampak yang cu-
kup substansial karena mereka berposisi sebagai
“Kapal Induk™ yang diikuti oleh “Kapal-Kapal”
investasi lain. Untuk investor di bidang labor in-
tensive industry, terdapat kekhawatiran tentang
labor cost yang meningkat substansial. Dengan
kerja keras, fokus pada penyelesaian hambatan
investasi, dan Tersedianya Daftar Proyek In-
vestasi Prioritas untuk masing-masing daerah,
Indonesia diyakini akan mampu menarik lebih
banyak FDI perusahaan ROK.

Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk
12 menteri sebagai penghubung Indonesia deng-
an negara-negara yang menjadi mitra kerja sama
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di berbagai bidang baru-baru ini banyak disikapi
secara berbeda dan sebagian mengkhawatirkan
kebijakan tersebut merupakan pemangkasan ke-
wenangan Kementerian Luar Negeri.

Keputusan tersebut sekilas menyiratkan
tumpang tindih kewenangan, menimbulkan
komplikasi baru dalam pengelolaan diplomasi
dan dikuatirkan melemahkan posisi Indonesia di
dunia internasional karena ketiadaan kesatuan
komando dan munculnya komandan-komandan
baru dalam penyelenggaraan hubungan luar Ne-
geri dan pelaksanaan politik luar Negeri RI.

Menilik penjelasan Sekretaris Kabinet
Pramono Anung pada 23 November 2015
usai rapat kabinet, nampak bahwa tugas 12
penghubung tersebut sangat terfokus dan hanya
berkaitan dengan investasi dan perijinan yang
menyangkut negara yang bersangkutan. Menteri
penghubung akan bertindak sebagai penanggung
jawab langsung untuk menanganinya.

PR tambahan 12 menteri penghubung adalah
memperkuat posisi Indonesia melalui “concerted
efforts” perbaikan kondisi domestik diantaranya
melalui pertimbangan pemberian government’s
gruarantee kepada investor asing untuk memas-
tikan investasi mereka aman dalam hal terjadi
perubahan aturan hukum dan kebijakan yang
akan datang sekaligus membangun iklim usaha
dan investasi yang pro-bisnis, dan lebih mem-
perkuat frust building, serta pemberian kemu-
dahan bagi para investor dalam memperoleh
tanah untuk investasi para investor sehingga
harganya kompetitif.

Hal ketiga yaitu penyederhanaan peraturan
mengenai perijinan usaha dan investasi mel-
engkapi kebijakan one stop service yang ada.
Diikuti penyusunan /ist of business directory
yang memuat nama perusahaan, /ine of business,
contact person disusun dan didistribusikan ke
seluruh Perwakilan RI untuk memudahkan busi-
ness matching bagi para pengusaha yang serius.
Juga perlu dilakukan penyusunan daftar produk-
produk unggulan Indonesia yang memiliki daya
saing kuat baik dari sisi kualitas maupun harga
untuk mendukung efektifitas fungsi marketing
Perwakilan RI di luar negeri.

Sebagai informasi, persaingan memasuki
pasar Korea untuk ikan, udang dan produk
perikanan lainnya semakin berat. Korea Selatan
akhir-akhir ini lebih banyak mengimpor produk-
produk tersebut dari Amerika Selatan karena
harganya lebih murah.

Selanjutnya, pengembangan Perjanjian Per-
dagangan Bebas (Free Trade Agreement); peny-
usunan White Paper mengenai Diplomasi Eko-
nomi sebagai panduan langkah kebijakan bagi
penyusunan program dan kegiatan Perwakilan;
Juga perlu kiranya forum reguler antara para pe-
mangku kepentingan dalam diplomasi ekonomi
untuk bertukar pandangan dalam penajaman
prioritas, koordinasi dan penguatan kapasitas
diplomasi ekonomi. []

PENGUATAN KERJA SAMA
INDONESIA-AFRIKA
SECARA NYATA

ertempat di Kementerian Luar Negeri
BRI, Jakarta, pada tanggal 21 Januari

2016, Pusat Pengkajian dan Peng-
embangan Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik
dan Afrika (P3K2 Aspasaf) serta Sekretariat
Badan Pengkajian dan Pengembangan Ke-
bijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri
RI, menyelenggarakan Seminar Internasional
dengan tema “/ndonesia-Africa Relations”.

Seminar menghadirkan tiga pembicara,
yaitu Dr. Greg Mills, pakar Afrika yang meru-
pakan penulis buku best-sellers dan tulisan-
nya kerap muncul di media terkemuka seperti
The New York Times, Dadan Suryadipura dari
Pusat Kajian Asia Afrika Universitas Padjad-
jaran, dan Lasro Simbolon, Direktur Afrika
Kemlu RI.

Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat dan para pemangku
kepentingan mengenai prospek Afrika, serta
untuk memantik ide penguatan kerja sama
Indonesia-Afrika secara nyata.

Indonesia dan Afrika memiliki kedekatan
sejarah dan ikatan emosional terutama deng-
an pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada
tahun 1955. Akan tetapi sebagaimana diung-
kapkan oleh Dr. Greg Mills, bahwa empati se-
jarah hanya akan melahirkan konferensi bela-
ka tanpa mendorong peningkatan kerja sama
perdagangan dan investasi. Oleh karena itu,
ikatan emosional tersebut harus dimanfaatkan
sebagai modal awal bagi kerja sama yang le-
bih konkret antara Indonesia dan Afrika.

Salah satu batu sandungan terbesar bagi
peningkatan kerja sama Indonesia Afrika
adalah masalah citra. Terkait hal ini, Direktur
Afrika Kemlu RI, Lasro Simbolon, menyam-
paikan bahwa masyarakat Indonesia masih
menggunakan kaca mata usang ketika me-
mandang Afrika.

Afrika masih kerap disandingkan dengan
stigma sebagai kawasan yang berkutat dengan
kelaparan, konflik, dan kemiskinan. Walau
demikian, fakta berbicara bahwa Afrika hari
ini tidaklah sama dengan Afrika 20 tahun

yang lalu.

Pada tahun 1970-an, hanya terdapat 4 ne-
gara Afrika yang demokratis, kini sekitar 40
negara di benua tersebut telah mengadakan
Pemilu. Pada dasawarsa pertama abad ke-21,
tercatat bahwa 6 dari 10 negara dengan per-
tumbuhan ekonomi tercepat di dunia berada
di Afrika. Bahkan di tahun 2050, jumlah pen-
duduk Nigeria diperkirakan akan melampaui
Indonesia.

Sebagai aktor penting dan pendorong roda
ekonomi dunia di masa yang akan datang,
Afrika menawarkan potensi besar yang sudah
dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Seba-
gai ilustrasi, perdagangan antara Tiongkok dan
Afrika lebih besar 20 kali lipat dibandingkan
dengan perdagangan antara Afrika dengan
Indonesia. Sementara itu untuk memfasilitasi
kerja sama ekonomi, beberapa negara di Asia
seperti Tiongkok, India dan Malaysia telah
memiliki forum kerja sama bisnis dengan
Afrika.

Oleh karena itu, seminar membahas upaya
untuk memajukan kerjasama Indonesia-Afrika
secara nyata. Diantaranya mengenai penting-
nya memupuk kerja sama antara pelaku usaha
Indonesia dan Afrika dengan membentuk fo-
rum kerja sama bisnis Indonesia dan Afrika
dan mengembangkan joint business venture.

Kerja sama antara Indonesia dan Afrika
perlu dibuat lebih membumi dan melibat-
kan masyarakat. Untuk itu, people-to-people
contact antara Indonesia dan Afrika perlu dit-
ingkatkan agar masyarakat kedua pihak lebih
saling mengenal dan memahami.

Hal ini dapat dilakukan dengan memfa-
silitasi kunjungan antara kedua masyarakat
dalam bentuk kebijakan bebas visa, sebagai-
mana telah diterapkan Indonesia terhadap 38
negara Afrika. Kerja sama antara kedua pihak
sebaiknya tidak hanya terbatas pada pemerin-
tah pusat saja, namun dapat juga dikembang-
kan kerja sama antara walikota di Indonesia
dengan walikota di Afrika.[]
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KBRI MADRID LUNCURKAN
TAHUN PROMOSI

INVESTASI

PARIWISATA

\

BRI Madrid bekerjasama dengan Kemen-
B terian Pariwisata RI dan Pemerintah
rovinsi Sumatera Barat pada 19 Janu-
ari 2016 menyelenggarakan kegiatan ‘Jamuan
Santap Malam Peluncuran Tahun 2016 sebagai
Tahun Promosi Investasi Pariwisata Indonesia’,
yang dilangsungkan di Hotel InterContinental
Madrid. Acara ini menyajikan kuliner tradisional
Sumatera Barat hasil olahan Tim Restoran Mar-
co Padang dan dihadiri oleh sekitar 150 orang
dari kalangan investor, pengusaha perhotelan,
industri pariwisata, operator tur, perbankan, dan
media Spanyol.

Peluncuran Tahun Promosi Investasi Pari-
wisata ini dilaksanakan bersamaan dengan ke-
giatan promosi pariwisata internasional, yakni:
Pameran FITUR 2016 di IFEMA Madrid, pada
20-24 Januari 2016; UNWTO (United Nation
World Tourism Organization) Awards pada
18-20 Januari 2016; UNWTO High Level Mi-
nisterial Meeting (Pertemuan Tingkat Menteri
Pariwisata) di Markas UNWTO pada 22 Januari
2016; dan Madrid Fusion 2016 di Palacio de
Congresso Madrid, pada 25-27 Januari 2016.

Penyelenggaraan promosi investasi pariwi-
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sata ini dimaksudkan guna mendukung kebija-
kan pengembangan industri pariwisata Indone-
sia untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi
20 juta wisatawan asing yang berkunjung ke
Indonesia, sebagaimana ditargetkan Pemerintah
Indonesia.

Pada kesempatan acara ini, Dubes RI di
Madrid, Yuli Mumpuni Widarso menyampai-
kan ucapan terima kasih kepada Pemerintah
Spanyol dan seluruh masyarakat internasional
serta PBB yang bersimpati dan mendukung lang-
kah Pemerintah Indonesia dalam mengatasi aksi
pengeboman di Jalan Thamrin, 14 Januari 2016
serta menghormati keberanian pihak keamanan
Indonesia dalam merespon serangan teror. Sim-
pati dan dukungan tersebut merupakan modal
bagi Pemerintah Indonesia untuk memulihkan
aktivitas industri pariwisata dengan menyeleng-
garakan kegiatan promosi investasi pariwisata.

KBRI ingin menyampaikan kepada ma-
syarakat Internasional khususnya kalangan
industri pariwisata Spanyol tentang kekayaan
budaya berbagai daerah di Indonesia yang me-
rupakan kekuatan sektor pariwisata dan men-
jadi salah satu daya tarik destinasi pariwisata

Indonesia. Oleh karena itu, jamuan kali ini me-
nampilkan tarian, musik dan kuliner Provinsi
Sumatera Barat, yang sangat terkenal dengan
tarian-tariannya dan kelezatannya.

Dubes Yuli Mumpuni Widarso juga me-
nambahkan bahwa saat ini merupakan mo-
mentum yang sangat baik bagi Indonesia un-
tuk menarik perhatian turis Spanyol melalui
partisipasi Indonesia dalam FITUR 2016 karena
merupakan salah satu ajang pertemuan bisnis wi-
sata terbesar di dunia yang menyediakan forum
pertemuan langsung antara tour operator Indonesia
dengan tour operator dari Spanyol.

Selain itu, Dubes Yuli Mumpuni Widarso
juga menyatakan bahwa acara tersebut juga di-
maksudkan untuk menarik pengusaha perhote-
lan dan industri pariwisata Spanyol untuk mela-
kukan investasi di Indonesia. Promosi Investasi
kali ini juga dimaksudkan untuk menginfokan
kepada para mitra potensial di Spanyol tentang
kebijakan pariwisata Pemerintahan Indonesia
yang berfokus pada pengembangan 10 destinasi
wisata, meliputi Danau Toba di Sumatera Utara,
Bromo di Jawa Timur, Mandalika Tenggara di
Nusa Tenggara Barat, Tanjung Lesung di Banten,
Morotai di Maluku, Kepulauan Seribu di lepas
pantai Jakarta, Yogyakarta, LLabuan Bajo di Nusa
Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara,
dan Pulau Belitung.

Dubes Yuli Mumpuni Widarso mengajak
kalangan investor Spanyol untuk segera masuk
ke pasar wisata Indonesia karena posisi Indone-
sia dalam pariwisata internasional semakin ma-
pan, jumlah wisatawan asing yang berkunjung
setiap tahun meningkat dan bulan Mei 2015
telah diumumkan oleh World Economic Forum
(WEF) Indeks Daya Saing Pariwisata dan Travel
bahwa Indonesia telah berhasil naik ke peringkat
23 dari 47 negara yang dimonitor.

Disamping itu, pada program the 12th edition
UNWTO Awards tanggal 20 Januari 2016 Indone-
sia menjadi finalis 3 (tiga) kategori Penghargaan
untuk kegiatan spesifik pariwisata, yaitu UNW-
TO Award for Innovation in Public Policy and
Governance, yang diwakili oleh Dinas Kebu-
dayaan dan Pariwisata, Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur; UNWTO Award for Innovation in
Enterprises, yang diwakili oleh PT Garuda In-
donesia, UNWTO Award for Innovation in Non-
Governmental Organizations, yang diwakili oleh
Yayasan Karang Lestari “Coral Reef Reborn by
Community Based Participation in Pemutaran
Village — Buleleng, Bali — Indonesia”.

Partisipasi Indonesia di FITUR 2016, tanggal
20-24 Januari 2016 menampilkan 5 travel agencies
dan 6 hotel/resort dari seluruh Indonesia. Stand
Indonesia mempromosikan branding ”Wonder-
ful Indonesia” dan menyajikan pertunjukan bu-
daya karnaval asal Banyuwangi dan menyajikan
kopi Indonesia bagi pengunjung paviliun Indo-
nesia. (Sumber: KBRI Madrid) []
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MENLU MENDORONG SEKTOR SWASTA
MEMBANTU MENDEFINISIKAN KEPENTINGAN
PEREKONOMIAN NASIONAL

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, melakukan pertemuan
dengan Ketua Umum KADIN, Rosan Roeslani beserta jajaranya
pada tanggal 5 Februari 2016 di Kementerian Luar Negeri.

Pada pertemuan tersebut, Menlu didampingi oleh Wakil Menlu, Wakil
Ketua Harian Pokja Diplomasi Ekonomi, dan Direktur Jenderal Amerop.
Menlu mendorong KADIN untuk terlibat aktif dan terencana dalam pro-
gram diplomasi ekonomi Pemerintah RI, diantaranya melalui: [i] keikutser-
taan sektor ekonomi yang sudah dipetakan relevansi dan potensinya dalam
lawatan Presiden RI ke luar negeri; [ii] perumusan target di bidang ekonomi
untuk negara mitra; dan [iii] menterjemahkan investasi politik yang telah
dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan negara-negara sahabat, menjadi
investasi dengan nilai ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Diplomasi Ekonomi Indonesia,

Menlu mendorong sektor swasta untuk membantu mendefinisikan secara
jelas kepentingan perekonomian nasional. Hal ini guna memberikan suatu
peta kepentingan nasional yang jelas kepada Pemerintah serta memfasilitasi
Pemerintah dalam melakukan perundingan dengan negara-negara mitra dan
berbagai perundingan Free Trade Agreement (FTA), Comprehensive Econo-
mic Partnership (CEP) termasuk Trans Pacific Partnership (TPP).

Selain itu, pertemuan juga membahas rencana kunjungan Presiden RI ke
beberapa negara Eropa, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi riil
bagi perkembangan perekonomian nasional. Sinergi dan koordinasi antara
Pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat terus dipererat sehingga tar-
get kerja sama ekonomi dengan negara-negata mitra yang telah ditetapkan
Pemerintah dapat terwujud.[]

US-ASEAN SUMMIT
KTT PERTAMA ASEAN DAN AMERIKA SERIKAT

enlu RI, Retno LP Marsudi, men-
Mdampingi Presiden Joko Widodo un-

tuk memenuhi undangan dari Presi-
den Amerika Serikat, Barrack Obama, pada
US-ASEAN Summit yang diselenggarakan
pada tanggal 15-16 Februari 2016 di Sunnyland,
California, Amerika Serikat.

US-ASEAN Summit ini merupakan KTT
pertama yang dilakukan oleh ASEAN dan US
sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA). Presiden Obama mengundang
sepuluh pemimpin ASEAN ke Sunnyland untuk
merefleksikan lebih lanjut tentang kebijakan US
ke ASEAN. Pertemuan yang hanya dihadiri oleh
kalangan terbatas ini dirancang sedemikian rupa
agar terjadi banyak dialog interaktif.

Beberapa hal yang dibahas pada KTT antara
lain isu kerja sama ekonomi: inovasi dan entre-
preneurship dalam konteks MEA, pandangan
ASEAN terhadap strategi kawasan dalam men-
ciptakan perdamaian dan kesejahteraan, serta isu
politik, keamanan, dan tantangan lintas batas.

Indonesia mendapat kehormatan untuk me-
mimpin salah satu segmen refreat yang membi-
carakan tentang pemberantasan terorisme dan ekstre-
misme. Presiden Obama meminta Presiden Jokowi

Dok: borneoinsider-com

untuk memimpin dialog atas isu tersebut.

Di kawasan ASEAN, Indonesia dinilai telah
melakukan upaya-upaya pemberantasan tero-
risme dan ekstremisme dengan baik. Hal ini
salah satunya dibuktikan dengan apresiasi dari
masyarakat dunia bagi Indonesia terhadap sikap
cepat tanggap para aparat keamanan Indonesia
dalam menangkap teroris pada kejadian bom di
Sarinah, Jakarta, Januari lalu.

Selain menghadiri US-ASEAN  Summit,
Menlu RI juga mendampingi Presiden RI dalam
berbagai kegiatan selama berada di Amerika
Serikat. Presiden Jokowi juga bertemu dengan
400 diaspora Indonesia di San Fransisco pada
tanggal 14 Feruari 2015. Presiden juga menyam-
paikan keynote speech di hadapan pengusaha-
pengusaha Amerika. Hal yang ditekankan oleh
Presiden Jokowi adalah Indonesia berada dalam
situasi yang bagus untuk investasi.

Selain itu Presiden juga bertemu dan berbagi
informasi dengan para CEO perusahaan teknolo-
gi digital seperti Facebook, Google, dan Twitter.
Presiden menyampaikan misi Indonesia menjadi
ASEAN's Largest Digital Economy pada tahun
2020 dengan prediksi total e-commerce sebesar
130 milyar.[]
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CONFERENGE ON GOOPERATION AMONG EAST ASIAN COUNTRIES
FOR DEVELOPMENT (CEAPAD)

TEGASKAN KEMBALI DUKUNGAN INDONESIA
BAGI KEMERDEKAAN PALESTINA

irektur Jenderal Informasi dan Di-
Dplomasi Publik Kementerian Luar

Negeri, Duta Besar Esti Andayani
kembali menegaskan dukungan Indonesia
bagi kemerdekaan Palestina. Hal ini diutarakan
Dubes Esti dalam pertemuan Senior Official
Meeting (SOM) dalam Conference on Coope-
ration among East Asian Countries for Deve-
lopment (CEAPAD) yang diselenggarakan di
Jepang pada 3 Februari 2016. Momen ini juga
ditandai dengan penyerahan buku Kontribusi
Indonesia oleh Dubes Esti kepada Menteri Keu-
angan Palestina.

Jepang, yang diwakili oleh Utusan Khusus Jepang
untuk Timur Tengah, bersama dengan Menteri
Keuangan Palestina, memimpin jalannya per-
sidangan SOM CEAPAD. Pertemuan dihadiri
oleh perwakilan dari 8 negara dan Lembaga-
Lembaga Keuangan Internasional, seperti /s/a-
mic Development Bank dan Bank Dunia. Per-
wakilan dari UN Relief and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Indonesia sendiri pernah menjadi tuan ru-
mah pertemuan CEAPAD ke-2 pada tahun
2014. Pada saat itu, Presiden Indonesia dan
Perdana Menteri Palestina secara resmi mem-
buka penyelenggaraan pertemuan tersebut.
CEAPAD ke-2 menghasilkan komitmen du-
kungan dari negara-negara Asia Tenggara seja-
lan dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi
oleh Kementerian Pembangunan Palestina.

CEAPAD ke-2 tahun 2014 dinilai cukup ber-
hasil dengan partisipasi dari 22 negara dan Lem-
baga-LLembaga Keuangan Internasional. Dalam
rangka mendukung sektor bisnis di Palestina,
Indonesia juga berkolaborasi dengan Islamic De-
velopment Bank (IDB) untuk menyelenggarakan
forum bisnis dan pameran perdagangan di sela-
sela CEAPAD ke-2. Tidak kurang sebanyak 40
pengusaha Palestina turut ambil bagian dari fo-
rum bisnis tersebut.

Sejak penyelenggaraan CEAPAD ke-2, In-
donesia telah memberikan 9 program pening-
katan kapasitas bagi 71 warga Palestina. Secara
keseluruhan, sejak tahun 2008, sebanyak 137
program telah diselenggarakan untuk memban-
tu 1.364 warga Palestina dalam berbagai bidang
khususnya terkait good governance, pertanian,
olah raga, pelatihan diplomatik, pariwisata dan

konservasi benda bersejarah, manajemen arsip
serta keagamaan.

Dalam tahun 2016, Indonesia telah meren-
canakan setidaknya 6 program peningkatan ka-
pasitas bekerja sama dengan Jepang dan LSM-
LSM di Indonesia.

Fokus diskusi pertemuan SOM CEAPAD
tahun ini terkait dengan pencapaian-pencapaian
sejak penyelenggaraan CEAPAD ke-2. Salah
satu pencapaian tersebut antara lain penyeleng-
garaan pelatihan kepada 700 warga Palestina oleh
Jepang, termasuk 130 di dalamnya merupakan
hasil kerja sama dengan Indonesia, Malaysia,
Singapura, Thailand dan Korea.

Para delegasi pertemuan juga menekan-
kan bahwa sektor swasta memiliki peran
signifikan dalam mendukung pembangunan
ekonomi Palestina. Oleh karenanya mereka
sepakat mendorong agar sektor swasta di Asia
Tenggara dapat bekerja sama dengan para coun-
terpart-nya di Palestina, sebagaimana yang telah
dilakukan Indonesia pada tahun 2014.

Para delegasi pertemuan juga menggaris-

bawahi perlunya berfokus pada pengembangan
ketahanan masyarakat Palestina melalui pe-
ningkatan keterlibatan tenaga kerja muda dan
wirausahawan, pengembangan ekonomi lokal,
partisipasi wanita, pembaharuan energi dan
pengembangan sumber daya alam. Mereka se-
pakat mendorong kemitraan antar masyarakat
melalui pembangunan jaringan bersama dan
asas saling pengertian.

Berdasarkan data United Nations Relief and
Works Agency (UNRWA) tahun 2014, jumlah
pengungsi Palestina mencapai 5,6 juta orang.
Dengan dana sebesar 744 juta US dollar di tahun
2015, UNRWA telah mendanai sektor pendidi-
kan, kesehatan, pemulihan dan pelayanan sosial,
infrastruktur dan perbaikan kamp, serta sektor-
sektor pendukung lain.

SOM CEAPAD menghasilkan kesepakatan
untuk melanjutkan pembahasan isu-isu peng-
elolaan kerangka kerja sama CEAPAD secara
berkelanjutan, di antaranya terkait: mekanisme
kepemimpinan serta kerangka pengawasan dan
evaluasi dari komitmen dalam SOM CEAPAD. []
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KTT LUAR BIASA OKI

KONTRIBUSI NYATA INDONESIA MEWUJUDKAN
KEMERDEKAAN PALESTINA

Luar Biasa OKI mengenai Palestina dan Al-

Quds Al-Sharif pada tanggal 6-7 Maret 2016
di Jakarta.

Demikian disampaikan oleh Direktur
Jenderal Multilateral Duta Besar Hasan Kleib,
dalam press briefing di Ruang Palapa, Kemlu
RI setelah melakukan briefing di hadapan para
Duta Besar negara anggota OKI di Jakarta pada
12 Februari 2016.

Lebih lanjut Duta Besar Hasan Kleib men-
jelaskan bahwa KTT Luar Biasa OKI meru-
pakan kontribusi nyata Indonesia dalam mem-
perkuat dukungan OKI untuk mewujudkan
kemerdekaan Palestina.

Indonesia menjadi penyelenggara KTT Luar
Biasa OKI karena adanya permintaan dari Presiden
Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen OKI.
Presiden Palestina dan Sekjen OKI telah me-
minta Indonesia menjadi tuan rumah sejak bulan
Desember 2015.

KTT ini disebut luar biasa karena berlang-
sung di luar penyelenggaraan KTT secara re-
guler yang diadakan setiap 3 tahun sekali. KTT
OKI sebelumnya tahun 2013 telah berlangsung
di Kairo, sementara KTT berikutnya akan ber-
langsung pada 15-16 April di Istanbul, Turki,
terang Duta Besar Hasan Kleib.

Pihak Palestina dan OKI menyampai-
kan bahwa K'TT ini harus segera (dilaksanakan),
dan awal Maret adalah waktu yang paling tepat

Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT

untuk pelaksanaan KTT Luar Biasa ini.

“Persiapan KTT terus dimatangkan
Indonesia dengan Delegasi OKI dan Palestina.
Kedua Delegasi dijadwalkan tiba pada tanggal
9 Februari di Jakarta. Kita akan duduk bersama
membahas rancangan-rancangan dari persiapan
termasuk outcome dokumen” imbuh Duta Besar
Hasan Kleib.

Disampaikan pula bahwa Sekjen OKI telah
menyebarkan Undangan KTT Luar Biasa ke-
pada seluruh anggota OKI dari kawasan Asia,
Afrika, dan Timur Tengah pada 25 Januari 2016.
Terdapat 4 negara peninjau pada OKI yang ke-
hadirannya diharapkan dapat memberikan pan-
dangan, posisi dan harapan-harapan negara-ne-
gara OKI terhadap isu Palestina.

Duta Besar Hasan Kleib menegaskan bahwa
KTT Luar Biasa OKI di Jakarta hanya akan
membahas satu isu saja, yaitu masalah Palestina
dan Al-Quds Al-Sharif.

Selanjutnya Duta Besar Hasan Kleib juga
menyampaikan bahwa pada bulan yang sama
(Maret), Indonesia akan menjadi penyelenggara
Bali Process Ministerial Conference on People
Smuggling, Trafficking in Persons and other
Related Trams-National Organized Crime atau
disingkat Bali Process.

Bali Process merupakan sebuah forum dia-
log konsultatif yang unik di kawasan dan be-
ranggotakan 45 negara yang membahas isu pe-
nyelundupan manusia, perdagangan orang dan

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri
RI, Arrmanatha C. Nasir bersama
dengan Dirjen Multilateral, Hasan
Kleib, memberikan Press Briefing
kepada awak media terkait rencana
KTT Luar Biasa Organisasi Kerja
Sama Islam (OKI) mengenai Palestina
dan Al-Quds Al-Sharif di Jakartadan
Penyelenggaraan Bali Process. Press
Briefing diselenggarakan di Ruang
Palapa, Kementerian Luar Negeri RI,
Kamis (4/2).

kejahatan lintas negara yang meliputi negara
asal, negara transit dan negara tujuan.

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Bali
Process diadakan setiap dua atau 3 tahun sekali.
Tahun ini kembali akan diadakan co-host atau
co-chair oleh Menlu RI Retno Marsudi dan
Menlu Australia Julie Bishop. Bali Process men-
gundang 45 negara pada tingkatan Menteri.

Pada tanggal 22 Maret akan berlangsung per-
temuan tingkat Senior Official Meeting (SOM),
dan tanggal 23 Maret akan digelar pertemuan
tingkat Menteri.

Menurut Duta Besar Hasan Kleib, pada Bali
Process kali ini, Indonesia mengharapkan adan-
ya action oriented outcome. Mengingat pada
Mei 2015 lalu terdapat influx di Andaman Sea,
sehingga Bali Process perlu memiliki suatu me-
kanisme untuk meng-address apabila ada situasi
emergency kemanusiaan seperti yang telah ter-
jadi.

“Pada tingkat SOM awal dan di Steering
Group SOM disepakati adanya dua dokumen
Bali Process .Yang pertama, Co-Chair Summary
yaitu hasil atau Minutes of Meeting. Yang kedua,
adalah semacam Deklarasi Bali Process untuk
mengambil langkah-langkah ke depan untuk
mengatasi penyelundupan manusia, perdagan-
gan orang dan isu-isu kejahatan lintas negara
lainnya”, jelas Duta Besar Hasan Kleib.[]
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PENGUATAN SINERGI PELAKSANAAN MISI
EKONOMI RI KE AFRIKA SUB-SAHARA

Dok: binis.tempo.co
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Ilustrasi : Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Republik Angola Manuel Domingos Vicente, di Istana Merdeka, Jakarta, 31 Oktober 2014. Tempo/Aditia Noviansyah

Indonesia, Afrika Sub-Sahara menjanji-

kan peluang besar bagi berbagai produk
dan jasa unggulan Indonesia. Direktur Afrika
Kementerian Luar Negeri, Drs. Lasro Simbo-
lon, MA, menyebutkan, “Dengan sejumlah po-
tensinya, Afrika telah menjadi daya tarik bagi
kalangan bisnis dunia. Jumlah penduduk Afrika
Sub-Sahara mencapai hampir 1 milyar dengan
ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi yang re-
latif stabil serta tren peningkatan daya beli ma-
syarakat menengah lebih dari 300 juta dan terus
tumbubh sekitar 3,2% per tahun, merupakan pelu-
ang yang harus digarap secara serius oleh pelaku
usaha Indonesia.” Hal ini disampaikan pada acara
Forum Bisnis “Penguatan Sinergi Pelaksanaan
Misi Ekonomi RI ke Afrika Sub-Sahara”,
yang diselenggarakan Direktorat Afrika, Ke-
menterian Luar Negeri pada tanggal 4 Februari
2016 di Jakarta.

Direktur Afrika memaparkan program diplo-
masi ekonomi Kemlu RI ke Afrika periode tahun
2016, untuk disinergikan dengan seluruh stake-
holders. Dijelaskan bahwa nilai perdagangan
Indonesia dengan Afrika Sub-Sahara mencapai
USD 9,1 milyar pada tahun 2014, dengan tren

S ebagai salah satu pasar non-tradisional

kenaikan sebesar 17,8% pada periode 2010-
2014. Sementara itu, produk ekspor unggulan
Indonesia antara lain CPO dan turunannya, pro-
duk makanan, bahan kimia, tekstil dan produk
tekstil, obat-obatan, kendaraan bermotor dan
suku cadangnya, furnitur dan kerajinan, alat me-
sin pertanian serta produk industri strategis.

Sementara itu, Indonesia mengimpor migas,
kapas, tembakau, kulit hewan dan beberapa mi-
neral/produk tambang. Dalam hal investasi, saat
ini terdapat sekitar 25 perusahaan Indonesia yang
telah beroperasi di Afrika Sub-Sahara, antara
lain PT. Indofood, PT. Sinar Antjol dan Buzi
Hydrocarbons. Meskipun demikian, nilai per-
dagangan dan investasi tersebut masih belum
mencerminkan peluang dan potensi Afrika yang
sesungguhnya. Untuk itu, melalui forum ini, Di-
rektorat Afrika mengajak pelaku usaha Indonesia
untuk berpartisipasi pada forum bisnis bilateral
dan pameran-pameran dagang internasional di
Afrika Sub-Sahara.

Forum bisnis ini menghadirkan Direktur
Pemberdayaan Usaha, BKPM RI; Pejabat Se-
nior Ditjen PEN, Kemendag RI; serta Ketua
Komite Tetap Afrika, KADIN RI sebagai pem-
bicara. Acara dihadiri oleh 50 pelaku usaha dari

berbagai sektor, seperti consumer goods, produk
plastik, alat mesin pertanian, energi, furnitur dan
wakil perbankan. Turut hadir pula sejumlah per-
wakilan dari Kementerian/instansi terkait dan
Kantor Konsul Kehormatan Afrika Sub-Sahara
di Indonesia.

Sejumlah pengusaha yang hadir antara lain
CV. KHS (mesin pertanian), PT. Naga Semut
(plastik) dan PT. Tiga Pilar Sejahtera (makanan)
telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi
pada /ndonesian Solo Exhibition di Lagos, pa-
meran Africa’s Big Seven di Afrika Selatan dan
pameran dagang internasional lainnya di kawa-
san. Selain itu, sejumlah pengusaha yang telah
memiliki pengalaman berkiprah di Afrika seperti
PT. Buzi Hydrocarbons (energi) dan Perum Peruri
juga ikut membagi pandangan dan pengalaman-
nya dalam memperkuat bisnis di Afrika Sub-
Sahara.

Kegiatan telah berlangsung dengan baik dan
mendapat apresiasi dan respon positif baik dari
peserta maupun narasumber. Para peserta me-
mandang perlu diselenggarakan forum bisnis
serupa yang mencakup sektor-sektor yang lebih
luas serta melibatkan lebih banyak pemangku
kepentingan. (Sumber: Dit. Afrika)[]
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MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI

SEKOLAH BAGI ANAK BURUH MIGRAN
I KINABALU KEKURANGAN GURU

mpat mahasiswa Universitas Pendidikan
EIndonesia (UPI), Bandung, yang terdiri

dari Putri Rachmawati, Elia Nurih Sania-
ti, Yopi Arifin dan Muhammad Anshory melaku-
kan Program Pe-ngalaman Lapangan (PPL) di
Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK).

Selama 2,5 bulan mulai bulan Februari
2016, empat mahasiswa dengan latar belakang
bidang pendidikan Seni Tari dan Seni Rupa ini
akan menggunakan pengetahuan dan keteram-
pilan akademiknya untuk memberi pelajaran
dan pengetahuan secara profesional kepada
anak-anak Buruh Migran Indonesia (BMI) yang
bersekolah di SIKK.

SIKK adalah Sekolah Indonesia yang saat ini
memiliki hampir 800 orang siswa, yaitu anak-
anak WNI yang berada di Sabah, Malaysia. SIKK
tingkat SD dan SMP diresmikan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh
pada bulan Desember 2013. Sedangkan SIKK
tingkat SMA diresmikan oleh Menteri Pendidi-
kan dan Kebudayaan, Anis Baswedan pada bu-
lan Desember 2014.

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.org
Bagi Anda yang berminat menyampaikan

SIKK juga merupakan sekolah induk bagi
210 buah sekolah terbuka (CLC) yang berlokasi
di ladang-ladang sawit di seluruh Sabah. Total
seluruh siswa yang menuntut ilmu di SIKK dan
CLC ini berjumlah hampir 24 ribu anak, sedang-
kan jumlah gurunya (guru lokal dan guru kiri-
man Diknas) hanya sekitar 400 guru saja.

Koordinator Fungsi Sosial Budaya KJRI
Kota Kinabalu, Andhika B. Soepeno mengata-
kan bahwa jumlah guru yang ada saat ini masih
sangat kurang. Ada banyak CLC di ladang sawit
yang memiliki jumlah murid ratusan anak te-
tapi hanya memiliki 6-10 guru saja. Oleh sebab
itu, ia bersyukur bahwa ada banyak universitas
di Indonesia yang mengirimkan mahasiswanya
melakukan PPL secara mandiri membantu men-
jadi guru bagi anak-anak WNI itu.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI Kota
Kinabalu, Akhmad DH. Irfan mengatakan ba-
hwa guru-guru yang ada saat ini bukan saja se-
dikit tetapi juga perlu di tambah dengan guru-
guru yang memiliki mental dan fisik yang di atas
rata-rata. Sebab mereka akan ditempatkan di
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tabloiddiplomasi@kemlu.go.id

http://www.tabloiddiplomasi.org
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ladang sawit terpencil dan mengajar anak-anak
yang memiliki dasar pengetahuan yang terbatas
karena banyak yang lahir dan besar di ladang sa-
wit di Sabah.

“Ketika di ladang sawit, guru yang bersang-
kutan akan merasakan banyaknya keterbatasan
sarana dan prasarana mengajar. Ditambah lagi
dengan murid-murid yang beberapa hanya bisa
berkomunikasi dalam bahasa melayu setempat
yang sangat kental sehingga tidak mengerti jika
diajar menggunakan bahasa Indonesia. Kese-
muanya ini akhirnya memerlukan mental dan
ketahanan fisik yang lebih baik dari rata-rata”,
imbuh Konjen Irfan.

Lebih lanjut Konjen Irfan berharap agar
selama PPL para mahasiswa dapat menularkan
pengetahuan yang didapat dari kampus kepada
murid-murid dan juga kepada guru-gurunya.
“Banyak sekali guru lokal yang tidak dapat
mengajar seni tari atau seni rupa Indonesia ke-
pada murid-muridnya, sebab guru yang bersang-
kutan lahir dan besar di Sabah, apalagi beberapa
guru diantaranya adalah Warga Negara Malaysia.
Saya titipkan murid-murid di SIKK untuk masa
depan yang lebih cerah dan tidak hilang seni dan
budaya Indonesianya”, pungkas Konjen Irfan.

Sementara itu, mewakili teman-temannya,
Putri Rachmawati mengatakan bahwa sesuai
dengan arahan dari kampus, dirinya beserta te-
man-temannya akan menjadi seorang guru yang
profesional di depan kelas. Mereka akan mem-
bantu memberikan pengetahuannya agar para
siswa di SIKK yang merupakan anak-anak WNI
di Sabah dapat mengurangi ketidaktahuan dan
ketertinggalannya dari saudaranya anak-anak
di Indonesia. Mereka akan berusaha membantu
agar anak-anak itu nantinya bisa tetap mencintai
Indonesia sebagai bangsa leluhurnya.[]
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